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ABSTRAK 

 

     Perkawinan yang berlangsung dalam masyarakat tentu tidak lepas 

dari peraturan agama sebagaimana tentang mahar yang ada di dalam 

perkawinan, hal tersebut juga telah diatur oleh agama Islam. Indonesia 

yang kaya akan adat juga memiliki bentuk perkawinan yang mengatur 

tentang semua hal yang ada di dalamnya termasuk tentang mahar. 

Perkawinan adat Semanda adalah perkawinan yang dilakukan oleh 

keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki, baik merupakan anak 

perempuan satu-satunnya atau memang seluruh anak terdiri dari 

perempuan saja. Sifat masyarakat Lampung yang patrilineal dimana 

garis keturunan ditarik dari bapak menjadikan adanya seorang laki-

laki penting untuk meneruskan keturunan. Maka keluarga yang tidak 

memiliki anak laki-laki atau hanya memiliki satu anak perempuan 

dapat melakukan pengangkatan anak laki-laki (ngakuk ragah) dengan 

melaksanakan perkawinan adat Semanda.  

     Rumusan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktik 

pembelian mahar oleh perempuan dalam perkawinan adat Semanda 

Lampung Saibatin di Pekon Canggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten 

Lampung Barat. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap 

pembelian mahar oleh perempuan dalam perkawinan adat Semanda 

Lampung Saibatin di Pekon Canggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten 

Lampung Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

praktik pembelian mahar oleh perempuan dalam perkawinan adat 

Semanda Lampung Saibatin di Pekon Canggu Kecamatan Batu Brak 

Kabupaten Lampung Barat dan untuk mengetahui tinjauan hukum 

islam terhadap pembelian mahar oleh perempuan dalam perkawinan 

adat Semanda Lampung Saibatin di Pekon Canggu Kecamatan Batu 

Brak Kabupaten Lampung Barat. Penelitian ini kedalam penelitian 

lapangan (field research) data primer diperoleh dari hasil wawancara, 

dan dokumentasi. Pengelolaan data dilakukan dengan cara 

pemeriksaan data dan sistematis data. Analisis data dilakukan dengan 

cara analisis deskriptif.  

     Berdasarkan hasil analisis penelitian, dapat dijelaskan bahwa 

praktik pembelian mahar oleh perempuan dalam perkawinan adat 
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Semanda di Pekon Canggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten 

Lampung Barat dimulai ketika kedua belah pihak berasan, menyetujui 

surat perjanjian untuk melakukan perkawinan Semanda, 

bermusyawarah untuk menentukan besaran mahar, setelah kadar 

mahar disepakati maka pihak perempuan akan membeli mahar 

tersebut lalu diberi kepada pihak laki-laki untuk nantinya disebutkan 

dan diberikan kepada mempelai perempuan ketika akad nikah. 

Berdasarkan tinjauan hukum Islam pembelian mahar oleh perempuan 

dalam perkawinan adat Semanda Lampung Saibatin termasuk dalam 

urf shahih karena sejalan atau tidak bertentangan dengan dalil syara‟ 

yaitu surat An-Nisa ayat 4 mengenai dasar hukum tentang mahar. 

 

Kata Kunci: Mahar, Hukum Islam, Perkawinan Adat Semanda 

Lampung Saibatin 
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MOTTO 

 

َّٓ ِٔذْ  ِٙ اٰذُٛا إٌِّسَاۤءَ صَذلُٰرِ ـًٔا َٚ
ش٠ِْۤ َِّ ـًٔا 

ۤ١َِْٕ٘  ُٖ ْٛ ُْٕٗ ٔفَْسًا فىٍَُُ ِِّ ءٍ  ْٟ ْٓ شَ ُْ عَ َٓ ٌىَُ ْْ طِثْ  ٤ٍَحً ۗ فاَِ

 

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai  

pembelian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka  

menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu  

dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah  

pembelian itu dengan senang hati.” 

 

 (Q.S An-Nisa` [4] : 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

viii 
 

PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillahirobbil„alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah 

SWT yang telah memberikan segala nikmat dalam kehidupan. Skripsi 

ini penulis persembahkan kepada: 

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayah dan Ibu (Muliyono dan 

Soleha), yang senantiasa mendo‟akan, mendukung, dan 

memberikan milyaran kasih dan sayang. Semoga skripsi ini 

menjadi salah satu dari banyaknya keberhasilan yang 

membanggakan Ayah dan Ibu. 

2. Kakak dan adikku tercinta, Abdillah Salim Al-Rasyid dan 

Choirunnisa Syawaldina yang selalu memberi kasih sayang dan 

dukungan. Keluarga besar serta teman-teman seperjuangan, 

terima kasih atas doa dan dukungannya, semoga kita selalu 

diberikan rahmat oleh Allah SWT. 

3. Almamater tercinta Fakultas Syari‟ah Universitas Islam  Negeri 

Raden Intan Lampung yang telah memberi banyak pengalaman 

dan pengetahuan.  Semoga ilmu dan gelar yang saya dapatkan 

dikampus ini menjadi jembatan bagi saya untuk meraih 

kesuksesan dunia dan akhirat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

ix 
 

RIWAYAT HIDUP 

 

      Maulidia Salsabila, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 7 Juni 

2002, anak kedua dari pasangan Bapak Muliyono dan Ibu Soleha. 

Memiliki kakak yang bernama Abdillah Salim Al-Rasyid dan adik 

Choirunnisa Syawaldina. 

     Riwayat pendidikan penulis dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 01 

Way Mengaku Lampung Barat pada tahun 2008 dan selesai pada 

tahun 2014. Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama 

Negeri 01 Liwa Lampung Barat pada tahun 2014 sampai 2017. 

Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di Al-Kautsar Bandar 

Lampung pada tahun 2017 dan tamat pada tahun 2020. Penulis 

melanjutkan pendidikan S1 setelah diterima menjadi mahasiswa 

Fakultas Syari‟ah, program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal 

Syakhsiyyah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada 

tahun 2020.  

     Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam organisasi di 

dalam kampus yaitu PIK-R Sahabat UIN Raden Intan Lampung dan 

UKM-F MCC UIN Raden Intan Lampung juga di luar kampus yaitu 

Forum GenRe Kota Bandar Lampung. Pada tahun 2023 penulis 

menjadi salah satu delegasi lomba 5
TH

 SFNMCC sebagai Hakim 

Anggota yang meraih juara 1 umum piala bergilir Mahkamah Agung.  

 

 

    Bandar Lampung, Februari 2024 

      Penulis, 

 

 

    Maulidia Salsabila  

    NPM. 2021010074 

 

 



x 
 

x 
 

KATA PENGANTAR 

 

حِيْم حْمَنِ الره ِ الره  بِسْمِ اللَّه

Assalamu‟alaikum Wr. Wb.  

Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, 

kesehatan, dan hidayah, sehingga skripsi ini dapat tersusun dan 

terselesaikan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Pembelian Mahar Oleh Perempuan dalam Perkawinan Adat 

Semanda Lampung Saibatin (Studi Pekon Canggu Kecamatan 

Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)”. Shalawat serta salam 

semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar 

Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kita mendapatkan 

syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Aamiin 

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak 

lupa penulis haturkan terimakasih sebesar-besarnya. Secara rinci 

ungkapan-ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:  

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor 

UIN Raden Intan Lampung.  

2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari‟ah 

UIN Raden Intan Lampung.  

3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua 

Program Studi Hukum Keluarga Islam  (Ahwal Syakhsiyyah) dan 

Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. selaku Sekretaris Program Studi 

Hukum Keluarga Islam.  

4. Bapak Dr. H. Jayusman, M.Ag.  selaku Pembimbing I dan Bapak 

Hasanuddin Muhammad, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang 

telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan 

membimbing serta memberikan arahan kepada penulis untuk 

menyelesaikan skripsi ini.  



xi 
 

xi 
 

5. Bapak dan Ibu Dosen dan seluruh staf karyawan Fakultas 

Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu selama 

perkuliahan. 

6. Kepala serta karyawan perpustakaan pusat dan pengelola 

perpustakaan Fakultas Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung yang 

telah membantu memberikan informasi, data, referensi, dan lain-

lain. 

7. Kepala Pekon beserta staf jajarannya dan masyarakat Pekon 

Canggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat yang 

telah membantu dan memberikan izin penelitian untuk skripsi ini. 

8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung. 

9. Keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan. 

Semoga Allah SWT, memberikan balasan yang berlipat ganda 

kepada semuanya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat, 

tidak hanya penulis tetapi juga para pembaca. Aamiin.  

Wassalamu‟alaikum Wr. Wb.  

 

    Bandar Lampung, Februari 2024 

      Penulis, 

 

 

    Maulidia Salsabila  

    NPM. 2021010074 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

xii 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ............................................................................. i 

ABSTRAK ........................................................................................... ii 

SURAT PERNYATAAN .................................................................... iv 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..........................................................  

PENGESAHAN .....................................................................................  

MOTTO ................................................................................................ v 

PERSEMBAHAN ............................................................................. viii 

RIWAYAT HIDUP ............................................................................. ix 

KATA PENGANTAR .......................................................................... x 

DAFTAR ISI ...................................................................................... xii 

DAFTAR TABEL ............................................................................. xiii 

DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................... xiv 

 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul .......................................................................... 1 

B. Latar Belakang Masalah .............................................................. 3 

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian .................................................. 6 

D. Rumusan Masalah ....................................................................... 6 

E. Tujuan Penelitian ......................................................................... 7 

F. Manfaat Penelitian ....................................................................... 7 

G.  Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan ................................ 7 

H. Metode Penelitian ...................................................................... 10 

I. Sistematika Pembahasan ............................................................. 14 

BAB II LANDASAN TEORI 



xiii 
 

xiii 
 

A. Pengertian Mahar ...................................................................... 16 

B. Dasar Hukum Mahar ................................................................ 26 

C. Syarat-Syarat Mahar ................................................................. 29 

D. Kadar Jumlah Mahar ................................................................ 30 

E. Macam-Macam Mahar ............................................................. 34 

F. Bentuk Mahar ........................................................................... 38 

G. Tradisi Mahar di Perkawinan Masyarakat Indonesia ............... 39 

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

A. Profil Pekon Canggu.................................................................. 48 

1. Sejarah Singkat Pekon Canggu .............................................. 48 

2. Kondisi Umum Desa .............................................................. 49 

3. Tujuan dan Sasaran Pekon Canggu ........................................ 51 

B. Praktik Pembelian Mahar Dalam Perkawinan Adat Semanda di 

Pekon  Canggu   Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung 

Barat ......................................................................................... 52 

BAB IV ANALISIS PENELITIAN 

A. Analisis Praktik Pembelian Mahar oleh Perempuan dalam 

Perkawinan Adat Semanda Lampung Saibatin di Pekon Canggu 

Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat ................... 59 

B. Analisis Hukum Islam Tentang Tinjauan Hukum Islam Tehadap 

Pembelian Mahar oleh Perempuan dalam Perkawinan Adat 

Semanda di Pekon Canggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten 

Lampung Barat ......................................................................... 61 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan ................................................................................ 65 

B. Rekomendasi ............................................................................. 65 

DAFTAR RUJUKAN 

LAMPIRAN 



xiv 
 

xiv 
 

 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk  .................................................................. 57 

Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan ................................................................ 58 

Tabel 3.3 Mata Pencaharian ................................................................... 58 

Tabel 3.4 Kepemilikan Ternak ............................................................... 59 

Tabel 3.5 Prasarana Pekon ..................................................................... 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

xv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

  

Lampiran 1 Lembar Konsultasi  

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian  

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Turnitin 

Lampiran 4 Surat Keterangan Rumah Jurnal  

Lampiran 5 Pedoman Wawancara 

Lampiran 6 Dokumentasi wawancara 

Lampiran 7 Surat Keterangan Wawancara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

xvi 
 

 



 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul 

     Untuk memudahkan dalam mendapatkan informasi, gambaran 

serta menghindari kesalahpahaman dalam penulisan terkait 

dengan judul maka akan diuraikan penegasan arti dan makna dari 

beberapa istilah yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu 

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembelian Mahar oleh 

Perempuan dalam Perkawinan Adat Semanda Lampung Saibatin 

(Studi Pekon Canggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung 

Barat). 

1. Hukum Islam 

     Hukum Islam Menurut Zainudin Ali, merupakan istilah 

khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari al-fiqh al-islami 

atau dalam keadaan konteks tertentu dari as-syariat al-islamy. 

Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat disebut Islamic 

Law. Dalam Al-Qur‟an dan Sunah, istilah al-hukm al-Islam 

tidak ditemukan. Namun yang digunakan adalah kata syariat 

Islam, yang kemudian dalam penjabarannya disebut istilah 

fiqh.
1
 

2. Mahar 

     Kata mahar berarti maskawin dalam Kamus Al-Munawwir 

yang sejalan dengan itu, menurut Hamka kata maskawin 

berasal dari sadaq atau saduqat yang merupakan rumpun kata 

sidiq, sadaq, bercabang juga dengan kata sadaqah yang 

terkenal yang artinya pemberian. Dalam maknanya 

terkandung perasaan jujur, putih hati, jadi artinya ialah harta 

yang diberikan dengan putih hati, hati suci, muka jernih 

kepada calon istri sewaktu akad nikah. Arti yang mendalam 

                                                           
 1

 Panji Adam, Hukum Islam (Konsep, Filosofi Dan Metodologi), 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 14. 
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dari makna maskawin itu ialah laksana cap atau stempel, 

bahwa nikah itu telah dimateraikan.
2
 

3. Perkawinan 

     Perkawinan merupakan suatu hubungan seorang laki-laki 

dan perempuan yang didasarkan pada ikatan sakral. Menurut 

Sayuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci 

kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara 

seorang laki-laki dengan seorang perempuan guna membentuk 

keluarga yang aman, berbahagia, saling menyantuni dan 

mengasihi selamanya.
3
  

4. Adat Semanda 

     Adat Semanda atau ngakuk ragah merupakan adat 

perkawinan yang terjadi dikarenakan sebuah keluarga hanya 

mempunyai anak wanita, atau hanya memiliki satu anak 

perempuan, maka anak wanita itu mengambil pria (dari 

anggota kerabatnya ataupun diluar kerabatnya) untuk 

dijadikan suami dan mengikuti kerabat istri untuk selama 

perkawinan guna menjadi penerus keturunan pihak istri. 

Istilah adat Lampung untuk anak angkat tersebut disebut anak 

Ragah.
4
  

 

 

5. Lampung Saibatin 

     Lampung Saibatin merupakan kelompok adat Lampung 

yang tinggal di daerah pesisir pantai barat Provinsi Lampung. 

Asal usul Lampung Saibatin berasal dari Sekala Brak yaitu 

kerajaan yang letaknya di dataran Belalau, sebelah selatan 

                                                           
 

2
 Kosim, Fiqh Munakahat I, (Depok: PT Rajagrafondo Persada, 

2019), 72. 

 
3
 Ja‟far Kumedi, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Asy-

Syir‟ah, vol. Vol. 46 (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2017), 17. 

 
4
 Atiansya Febra, “Sistem Perwarisan Masyarakat Adat Saibatin 

Dalam Keluarga Yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki (Studi Di Kota 

Bandar Lampung),” Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2016, 

22. 
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Danau Ranau yang secara administratif kini berada di 

Kabupaten Lampung Barat.
5
 

     Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan 

bahwa skripsi ini adalah penelitian yang bertujuan untuk 

menganalisis Perspektif Hukum Islam tentang Pembelian 

Mahar oleh perempuan dalam perkawinan Adat Semanda 

Lampung Saibatin (Studi Pekon Canggu Kecamatan Batu 

Brak Kabupaten Lampung Barat). 

B. Latar Belakang Masalah 

     Agama Islam diciptakan Allah swt bersamaan dengan aturan 

yang kompleks mengatur segala hal termasuk kehidupan manusia 

yang memberikan kemuliaan  bagi manusia. Dalam 

melangsungkan perkawinan misalnya, salah satu syarat yang 

harus ada dalam perkawinan adalah mahar. Untuk mewujudkan 

keluarga yang harmonis berbalutkan sakinah, mawaddah wa 

rahmah, dan lahirnya generasi penerus yang shalih dan shalihah 

tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dijadikan 

pertimbangan yang matang, agar perkawinan menjadi mitsaaqan 

ghalidhan, salah satunya adalah perihal mahar.
6
 Allah swt 

memerintahkan untuk memberi mahar kepada perempuan 

memiliki tujuan yaitu menghormati kedudukan seorang 

perempuan dan keluarganya serta menunjukkan bahwa akad nikah 

merupakan suatu hal yang sakral. Mahar merupakan harta yang 

diberikan oleh laki-laki kepada perempuan dan bersifat wajib.  

Seperti dalam Al-Qur‟an Surat an-Nisa‟ ayat 4: 

ش٠ِْۤ  َِّ ـًٔا 
ۤ١َِْٕ٘  ُٖ ْٛ ُْٕٗ ٔفَْسًا فىٍَُُ ِِّ ءٍ  ْٟ ْٓ شَ ُْ عَ َٓ ٌىَُ ْْ طِثْ َّٓ ِٔذٍَْحً ۗ فاَِ ِٙ اٰذُٛا إٌِّسَاۤءَ صَذلُٰرِ ـًٔاَٚ  

 “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) 

sebagai pembelianyang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka 

                                                           
 

5
 Nina Yudha Aryanti and Anna Gusti Zainal, Komunikasi Intra Dan 

Antar Budaya Lampung : Pola Komuikasi Dan Analisis Simbolis Budaya 

Lampung Saibatin Dan Pepadun (Bandar Lampung: CV. AA. Rizky, 2020). 
 6

 Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan 

Penerapannya Dalam Undang-Undang,” Al-‟Adalah XII (2015): 808. 
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menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan 

senang hati, terimalah dan nikmatilah pembelianitu dengan 

senang hati.” (QS. An-Nisa‟ [4]:4) 

           Mengenai bentuk mahar, beberapa ulama berpendapat bahwa 

yang terpenting adalah mahar haruslah berupa sesuatu yang 

berharga, halal dan suci, baik berupa benda-benda yang berharga 

maupun dalam bentuk jasa. Kriteria lain adalah mahar haruslah 

suatu benda yang boleh dimiliki dan halal diperjual belikan. 

Berkaitan dengan kadar mahar sebagai pemberian laki-laki ketika 

menikahi seorang perempuan hal tersebut disesuaikan dengan 

kemampuan dan keikhlasan dari seorang laki-laki yang tidak 

berlebihan dan tidak pula memberatkan. Dalam sebuah hadis  

Rasulullah saw bersabda : 

ذاَقِ أ٠َْسَشَُٖ   خ١َْشُ اٌصَّ

 “Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah”. (H.R. 

Baihaqi). 

            Kompilasi Hukum Islam juga telah mengatur tentang mahar, 

dinyatakan dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam bahwa “calon 

mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai 

wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua 

belah pihak”.
7
  

           Hal ini menjadi penegasan kembali bahwa mahar menjadi 

kewajiban bagi laki-laki untuk memberikannya kepada perempuan 

yang akan dinikahinya, meskipun demikian kehidupan bernegara 

di Indonesia yang terdiri dari beragam budaya tidak dapat 

dipisahkan dengan kehidupan adat disekitarnya yang memiliki 

pengaruh terhadap bagaimana kehidupan bermasyarkat diatur. 

Pembelian mahar dalam perkawinan juga menjadi hal yang diatur 

dalam  budaya adat, termasuk Provinsi Lampung yang adatnya 

terbagi menjadi dua yaitu adat Lampung Pepadun dan adat 

Lampung Saibatin. Adat Lampung Saibatin memiliki adat 

perkawinan salah satunya perkawinan Semanda. 

                                                           
 

7
 Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 30 



5 
 

 
 

          Perkawinan adat Semanda adalah perkawinan yang dilakukan 

oleh keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki, baik merupakan 

anak perempuan satu-satunnya atau memang seluruh anak terdiri 

dari perempuan saja. Sifat masyarakat Lampung yang patrilineal 

dimana garis keturunan ditarik dari bapak menjadikan adanya 

seorang laki-laki penting untuk meneruskan keturunan. Maka 

keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki atau hanya memiliki 

satu anak perempuan dapat melakukan pengangkatan anak laki-

laki (ngakuk ragah) dengan melaksanakan perkawinan adat 

Semanda. Oleh karena itu tujuan dari perkawinan Semanda adalah 

untuk meneruskan keturunan dan mewarisi harta warisan milik 

keluarga.  

             Proses pelaksanaan perkawinan adat Semanda ini pembelian 

maharnya dilakukan oleh perempuan, artinya mahar menjadi 

kewajiban bagi perempuan untuk membeli mahar ketika hendak 

melaksanakan perkawinan. Tidak hanya itu biaya acara 

pernikahan juga menjadi tanggung jawab dari pihak keluarga 

perempuan. 

           Fakta yang penulis lihat di Pekon Canggu terkait pasangan 

yang melaksanakan perkawinan adat Semanda Lampung Saibatin 

adalah penulis menemukan bahwa pihak perempuan membelikan 

mahar untuk pernikahannya berupa cincin emas 5 gram yang 

dibeli oleh perempuan sebagai mahar atau maskawin namun tetap 

dipasangkan oleh pihak laki-laki.
8
  

           Melihat fakta tersebut tentang pembelian mahar dalam 

perkawinan adat Semanda, dimana pembelian mahar dilakukan 

oleh seorang perempuan tentu memiliki kesenjangan dengan dasar 

hukum mahar yang ada dalam Al-Qur‟an maupun Kompilasi 

Hukum Islam yang pada dasarnya laki-laki berkewajiban dan 

dibebankan untuk pembayaran mahar. 

           Oleh karena itu penulis memiliki ketertarikan untuk 

meneliti judul tentang bagaimana pandangan hukum Islam  

terhadap praktik pembelian mahar seperti ini mengingat 

perkawinan adat Semanada merupakan sebuah budaya yang telah 

                                                           
 

8
 Pra Riset di Pekon Canggu Kecamatan Batu Brak Lampung Barat 



6 
 

 
 

ada sejak dahulu dan dilakukan turun-temurun, sedangkan dasar 

hukum tentang mahar menyebutkan bahwa pembelian mahar 

dilakukan oleh laki-laki. 

     Maka eksistensi dari pembelian mahar oleh perempuan dalam 

perkawinan adat Semanda Lampung Saibatin akan dikaji menurut 

hukum Islam. Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan 

penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Pembelian Mahar oleh Perempuan dalam Perkawinan Adat 

Semanda Lampung Saibatin (Studi Pekon Canggu Kecamatan 

Batu  Brak Kabupaten Lampung Barat)”.   

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian 

      Untuk memberi kejelasan arah penelitian, “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Pembelian Mahar oleh Perempuan dalam 

Perkawinan Adat Semanda Lampung Saibatin (Studi Pekon 

Canggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)”, 

fokus penelitian diuraikan menjadi sub-fokus sebagai berikut: 

     Fokus dari penelitian ini adalah pembelian mahar oleh 

perempuan dalam perkawinan adat Semanda Lampung Saibatin. 

Adapun Sub-fokus penelitian ini adalah tentang tinjauan hukum 

Islam terhadap pembelian mahar dalam perkawinan adat Semanda 

Lampung Saibatin di Pekon Canggu Kecamatan Batu Brak 

Kabupaten Lampung Barat. 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan 

masalahnya adalah:  

1. Bagaimana praktik pembelian mahar oleh perempuan dalam 

perkawinan adat Semanda Lampung Saibatin di Pekon 

Canggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat?    

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembelian mahar 

oleh perempuan dalam perkawinan adat Semanda Lampung 

Saibatin di Pekon Canggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten 

Lampung Barat? 
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E. Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini 

memiliki tujuan: 

1. Untuk mengetahui praktik pembelian mahar oleh perempuan 

dalam perkawinan adat Semanda Lampung Saibatin di Pekon 

Canggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat. 

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembelian 

mahar oleh perempuan dalam perkawinan adat Semanda 

Lampung Saibatin di Pekon Canggu Kecamatan Batu Brak 

Kabupaten Lampung Barat.  

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

      Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

untuk menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan terkait 

dengan pandangan hukum Islam  terhadap eksistensi 

pembelian mahar oleh perempuan dalam perkawinan Adat 

Semanda Lampung Saibatin. 

2. Manfaat Praktis 

      Secara praktis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan 

bagi  penulis serta masyarakat tentang pembelian mahar dalam 

perkawinan  adat Semanda Lampung Saibatin yang ditinjau 

melalui hukum Islam. 

G.  Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

           Penulis telah melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur 

dan referensi yang berhubungan dengan objek kajian penelitian ini 

untuk menunjukkan keaslian penelitian, menghindari kesamaan 

dalam penelitian, juga untuk mempertimbangkan dalam mencari 

bahan acuan. Penulis memperoleh beberapa hasil penelitian yang 

berkaitan diantaranya : 

1. Penelitian yang ditulis oleh Rosminarti dengan judul skripsi 

“Mahar Pernikahan dan Status Sosial Pada Masyarakat Bugis 

Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten 

Barru”. Rosminarti meneliti tentang mahar pernikahan suku 

Bugis yang merupakan inti dari kebudayaan dan adat istiadat 
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masyarakat Bugis dalam hal pernikahan, hal ini dikerenakan 

dalam pernikahan suku Bugis, calon suami harus dapat 

memberikan mahar berupa tanah, emas dan uang panai kepada 

calon istri pada saat akan menikahi seorang perempuan. 

Adapun persepsi masyarakat Barru terhadap mahar 

pernikahan yaitu mahar merupakan faktor yang menentukan 

berlangsungnya suatu pernikahan, pernikahan tidak akan 

berlangsung jika mahar tidak sesuai dengan keinginan pihak 

keluarga perempuan.
9
 

2. Penelitian yang ditulis oleh Restika Susanti dengan judul 

“Pemberian Mahar Pada Perkawinan Adat Lampung Pesisir 

dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Padang Ratu, 

Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi 

Lampung)”. Dalam penelitian ini Restika mengkaji tentang 

mahar dimana perkawinan dalam perspektif hukum Islam di 

Indonesia terkait dengan pemberian mahar mensyaratkan 

adanya kesepakatan antara calon mempelai pria dan calon 

mempelai wanita. Adat perkawinan yang ada di Indonesia 

selalu selaras dengan hukum positif dan hukum Islam. 

Penerapan praktik pemberian mahar yang terjadi di Desa 

Padang Ratu adalah keikutsertaan keluarga dalam menentukan 

besaran mahar ini lah yang menjadi problematika dalam 

masyarakat Desa Padang Ratu. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pemberian 

mahar perkawinan adat Lampung Pesisir Desa Padang Ratu 

Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus dan 

bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap pemberian 

mahar adat Lampung Pesisir Desa Padang Ratu Kecamatan 

Wonosobo Kabupaten Tanggamus.
10

 

                                                           
 9

 Rosminarti, „Mahar Pernikahan Dan Status Sosial Pada 

Masyarakat Bugis Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten 

Barru‟ (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019). 

 
10

 Restika Susanti, “Pemberian Mahar Pada Perkawinan Adat 

Lampung Pesisir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Padang 

Ratu, Kecamatan. Wonosobo, Kabupaten. Tanggamus, Provinsi. Lampung)” 

(Universitas Lampung, 2023). 
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3. Skripsi yang berjudul “Konsep Mahar Dalam Al-Qur‟an dan 

Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam” yang ditulis 

oleh Muhammad Luqman Hakim, mengkaji konsep mahar 

dalam Al-Qur‟an serta bagaimana relevansinya dengan 

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Problematika pemberian 

mahar terlebih bagi masyarakat Jawa dalam segi jumlah, 

nominal, maupun esensialnya cenderung merugikan pihak 

perempuan, dengan masih banyaknya kasus jumlah mahar 

yang begitu terkesan murah meriah. Penulis mengkaji perihal 

mahar dalam bentuk literatur keilmuan guna memperjelas 

status mahar dan efisiensinya di zaman sekarang.
11

 

4. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Shuhufi dengan judul 

“Mahar dan Problematikanya (Sebuah Telaah Menurut Syariat 

Islam)”. Muhammad Shuhufi mengkaji seputar problematika 

mahar dan hikmah disyariatkannya mahar dalam perkawinan. 

Dengan mendasarkan pada beberapa dalil baik dalam al-

Qur‟an maupun hadis, mahar dipahami sebagai hak finansial 

bagi si istri yang menjadi kewajiban seorang laki- laki. Mahar 

terbagi kepada dua macam, yaitu mahar musamma dan mahar 

mitsil. Sedangkan hikmah terbesar disyari‟atkannya mahar 

bagi seorang laki-laki adalah sebagai penghargaan terhadap 

kemanusiaan perempuan. Mahar juga merupakan lambang 

cinta kasih yang diberikan calon suami kepada calon istrinya. 

Mahar menjadi pertanda keikhlasan seorang laki-laki menjadi 

penanggungjawab dan pelindung bagi calon istri.
12

 

5. Jurnal yang ditulis oleh Rinda Setiyowati dengan judu 

“Konsep Mahar dalam Perspektif Imam Syafi‟i. Dalam jurnal 

ini Rinda Setiyowati menelaah lebih dalam terkait konsep 

mahar menurut Imam Syafi‟i dan Kompilasi Hukum Islam, 

untuk itu kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

kepustakaan yaitu meneliti pokok permasalahan dengan 
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 Muhammad Luqman Hakim, “Konsep Mahar Dalam Al- Qur‟an 

Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam,” 2018, 22. 
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 Muhammad Shuhufi, Mahar, „Mahar Dan Problematikanya 

(Sebuah Telaah Menurut Syari‟at Islam)‟, Hukum Diktum, 13 (2015), 121–

28. 



10 
 

 
 

mengkaji buku-buku maupun kitab-kitab fiqih yang ada 

kaitannya dengan permasalahan yang peneliti lakukan. Dari 

pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa, pertama mengenai 

kedudukan mahar menurut Imam Syafi‟i bukan termasuk 

rukun dalam perkawinan. Kedua, mengenai beberapa 

ketentuan mahar dalam perkawinan sebagian pendapat Imam 

Syafi‟i sangat berpengaruh dalam Kompilasi Hukum Islam, 

sebagaimana dalam Pasal 30 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, dan 38 

kecuali masalah penambahan mahar. Untuk pembayaran 

penambahan mahar pendapat beliau tidak berpengaruh dalam 

Kompilasi Hukum Islam yang tidak disebutkan didalamnya, 

dengan alasan bahwa penambahan mahar hanya terjadi pada 

zaman ulama madzhab terdahulu. Seandainya pada zaman 

sekarang dapat terjadi karena dilatarbelakangi oleh beberapa 

faktor kebudayaan atau hukum adat bukan Undang-Undang 

Perkawinan.
13

 

     Berdasarkan kajian penelitian terdahulu yang relevan, penulis 

mendapatkan persamaan yakni seluruh penelitian tersebut 

membahas tentang mahar, adapula persaman lainnya yaitu 

mengenai eksistensi mahar dalam suatu adat, namun dari kajian 

penelitian terdahulu yang relevan penulis mendapatkan perbedaan 

yaitu pembahasannya seputar konsep mahar (yang diberikan oleh 

laki-laki) dalam kajian fiqh, tinjauan yang berbeda, dan 

permasalahan adat yang berbeda. 

H. Metode Penelitian 

          Metode Penelitian menjadi sebuah kegiatan ilmiah yang 

pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dimulai dari penentuan 

masalah, pengumpulan data, sampai menganalisis data, sehingga 

pemahaman dan pengertian akan diperoleh terkait dengan 

permasalahan atau gejala tertentu. Penulis mendapatkan data dari 

lapangan langsung tentang pembelian mahar oleh perempuan 
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dalam perkawinan adat Semanda Lampung Saibatin di Pekon 

Canggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat, 

sebagaimana penelitian ini menggunakan metode penelitian 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

                Penelitian tentang pembelian mahar oleh perempuan dalam 

perkawinan adat Semanda Lampung Saibatin ini 

dikategorikan sebagai penelitian lapangan (field research). 

Penelitian lapangan ini adalah penelitian yang bersumber 

utama datanya diambil dari objek penelitian (masyarakat atau 

komunitas sosial) secara langsung di daerah atau lokasi 

penelitian.
14

 Dalam hal ini penulis meneliti mengenai tinjauan 

hukum Islam tentang pembelian mahar oleh perempuan dalam 

perkawinan adat Semanda Lampung Saibatin di Pekon 

Canggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat. 

2. Sifat Penelitian 

                 Penelitian ini bersifat analitik dimana kelanjutan dari 

penelitian deskriptif yang tujuannya karakteristik tertentu 

tidak sekedar dipaparkan, namun juga dianalisa dan dijelaskan 

mengapa sesuatu dapat terjadi. Data-data tersebut selanjutnya 

dianalisis berdasarkan tinjauan hukum Islam. Dalam 

penelitian ini mendeskripsikan dan meneliti tentang tinjauan 

hukum Islam tentang pembelian mahar oleh perempuan dalam 

perkawinan adat Semanda Lampung Saibatin di Pekon 

Canggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat. 

3. Informan 

     Keterbatasan kasus pembelian mahar oleh perempuan 

dalam perkawinan adat Semanda Lampung Saibatin di Pekon 

Canggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat, 

oleh karena itu penulis menggunakan informan sebagai salah 

satu metode penelitian. Informan adalah subjek penelitian 

yang dapat memberikan informasi mengenai permasalahan 

yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, 

informan terbagi menjadi tiga, yaitu: informan kunci, 
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informan utama dan informan pendukung. Dalam penelitian 

kualitatif tidak wajib menggunakan ketiga jenis informan, hal 

ini tergantung pada konteks permasalahan penelitian.
15

 

     Penelitian kualitatif tidak mengenal jumlah sampel 

minimum, dan dalam menentukan jumlah informan 

setidaknya penulis memilih seseorang yang memenuhi syarat, 

yaitu informan yang dipilih harus memiliki kesesuaian dan 

kecukupan informasi terkait permasalahan dalam penelitian. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis 

informan, yaitu informan kunci dan informan utama. 

     Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi 

secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh 

peneliti. Informan kunci dalam penelitian ini adalah seorang 

Tokoh Adat di Pekon Canggu Kecamatan Batu Brak 

Kabupaten Lampung Barat, yaitu Umardani Raja Semilau 

Dalom. 

     Informan utama dalam penelitian kualitatif sama seperti 

“aktor utama” dalam sebuah kisah, dengan demikian, 

informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis 

dan detail tentang masalah yang diteliti. Informan utama 

dalam penelitian ini adalah 2 pasangan suami istri yang 

melaksanakan pembelian mahar oleh perempuan dalam 

perkawinan adat Semanda, yaitu pasangan suami istri 

Amiruddin dan Absoh juga pasangan suami istri Joni Hendra 

dan Mas Nuri. 

4. Jenis dan Sumber Data 

     Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

ada dua yaitu:  

a. Data Primer 

     Data primer yakni data yang diperoleh penulis secara 

langsung di lokasi penelitian dan merupakan data hasil 

wawancara secara langsung dan terarah terhadap 
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responden yang dipilih dan terkait tentunya dengan yang 

mempunyai hubungan langsung dalam penulisan.
16

 

b. Data Sekunder 

     Data sekunder yakni data yang diperoleh penulis 

secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan 

yang ada hubungannya dengan masalah yang akan 

dibahas dalam tulisan ini dengan cara membaca dan 

mengkaji buku-buku, artikel, dan berbagai literatur lain. 

5. Metode Pengumpulan Data 

     Dalam penelitian ini penulis memperoleh data 

menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Interview (wawancara)  

          Interview (wawancara) adalah cara pengumpulan data 

yang dilakukan dengan bertanya dan mendengarkan 

jawaban langsung dari sumber utama data.
17

 Dalam hal ini 

penyusun menggunakan wawancara terpimpin, ini akan 

memberi kemudahan baik dalam mengemukakan 

pertanyaan maupun dalam menganalisa untuk mengambil 

keputusan/kesimpulan. Selain itu juga menggunakan 

wawancara bebas, karena hal ini akan memudahkan 

diperolehnya data secara mendalam. Wawancara dilakukan 

pada informan, tokoh adat dan masyarakat setempat.
18

 

b. Dokumentasi  

     Dokumentasi yaitu mengumpulan data dengan cara 

meneliti dokumentasi-dokumentasi yang ada dan 

mempunyai hubungan dengan tujuan penelitian. 
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6. Metode Pengelolaan data 

a.   Pemeriksaan Data (Editing) 

     Pemeriksaan data merupakan pengecekan data yang 

sudah     diperoleh untuk mengurangi kemungkinan data 

yang salah dan dapat merugikan penelitian.  

b.   Rekontruksi Data 

           Rekontruksi data merupakan penyusunan kembali data 

secara rapi dan terstruktur agar mudah dipahami sesuai 

dengan masalah untuk ditarik kesimpulan pada tahap 

akhir penelitian. 

c. Penyusunan atau Sistematika Data 

     Sistematika data merupakan proses penempatan data 

sesuai dengan sistematika pembahasan sesuai dengan 

runtutan permasalahan. 

7. Analisis Data 

      Analisis data adalah proses pencarian, penguraian, dan 

penyusunan data yang sudah diperoleh secara sistematis. 

Selanjutnya setelah seluruh data terkumpul akan dilakukan 

analisis secara kualitatif dengan cara berpikir deskriptif, 

nantinya akan menghasilkan sebuah uraian kata atau kalimat 

dari bentuk lisan yang didapat dari orang yang diteliti. 

I. Sistematika Pembahasan 

Salah satu syarat sebuah karya dikatakan ilmiah adalah 

sistematis. Selain sebagai syarat karya ilmiah, penulisan secara 

sistematis juga akan mempermudah penulisan dan pembahasan 

secara menyeluruh tentang penelitian. Oleh karena itu, dalam 

skripsi ini sistematika pembahasan disusun menjadi lima bab, yang 

berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam 

memahami pembahasan ini. 

Bab I Pendahuluan, yang berisi penegasan judul, latar belakang 

masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang 

relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II Landasan Teori, yang berisi pengertian mahar, dasar 

hukum mahar, syarat-syarat mahar, kadar jumlah mahar, macam-
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macam mahar, bentuk mahar, dan tradisi mahar di perkawinan 

masyarakat Indonesia.  

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, yang berisi tentang 

gambaran umum Pekon Canggu Kecamatan Batu Brak Kabupaten 

Lampung Barat dan praktik pembelian mahar oleh perempuan 

dalam perkawinan adat Semanda Lampung Saibatin.  

Bab IV Analisis Penelitian, yang berisi tentang praktik 

pembelian mahar dalam perkawinan adat Semanda Lampung 

Saibatin dan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembelian 

mahar dalam perkawinan adat Semanda Lampung Saibatin.  

Bab V Penutup, yang berisi simpulan dan rekomendasi.
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

A. Pengertian Mahar  

     Secara etimologi (bahasa), mahar (صذاق) artinya maskawin, 

Sedangkan menurut Hamka, kata shidaq atau shaduqat dari 

rumpun kata shidiq, shadaq, bercabang juga dengan kata 

shadaqah yang terkenal. Dalam maknanya terkandung perasaan 

jujur, putih hati. Jadi artinya harta yang diberikan dengan putih 

hati, hati suci, muka jernih kepada mempelai perempuan ketika 

akan menikah. Arti yang mendalam dari makna mahar itu ialah 

laksana cap atau stempel, bahwa nikah itu telah dimateraikan.
19

 

Kata mahar berasal dari bahasa Arab yang termasuk kata benda 

bentuk abstrak atau masdar, yakni mahran atau kata kerja. Ini 

berarti mahar adalah suatu benda yang berbentuk abstrak yang 

sesuai dengan permintaan calon pasangan atau kesepakatan 

bersama. Mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh 

pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan 

yang hukumnya wajib.
20

  

     Secara terminologi mahar ialah “pemberian wajib dari calon 

suami kepada calon istri sebagai ketelusan hati calon suami untuk 

menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon 

suaminya”.
21

 Selain itu pengertian mahar secara terminologi 

lainnya menurut Sayyid Sabiq, mahar adalah harta atau manfaat 

yang wajib diberikan oleh seorang mempelai pria dengan sebab 

nikah. Penyebutan mahar hukumnya sunah, baik dari segi jumlah 
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maupun bentuk barangnya dalam suatu akad perkawinan apa pun 

barang yang bernilai adalah sah untuk dijadikan mahar.
22

  

     Mahar menurut Imam Malik menjadi salah satu bagian dari 

rukun pernikahan.
23

 Menurut Hanafiyah adalah harta yang 

menjadi hak seorang perempuan sebab adanya akad atau 

hubungan seksual. Sedangkan Syafi‟iah mendefinisikan mahar 

sebagai sesuatu yang diwajibkan lantaran pernikahan dan 

persetubuhan, atau lantaran terluputkannya secara paksa hak 

menikmati hubungan seksual dari suami, atau lantaran khulu„ 

atau lantaran kesaksian. Dengan demikian, sebutan mahar 

mencakup apa yang diwajibkan hanya ada lantaran pernikahan 

yang sah, dan ada yang diwajibkan lantara persetubuhan. Mahar 

menurut istilah, ulama Syafiyah dan Hanafiyah berbeda dalam 

penggunaan redaksinya, tapi maksud dan tujuannya hampir sama. 

Dari sekian banyak definisi yang ditawarkan oleh ulama dari 

kedua mazhab dapat penulis simpulkakan bahwa mereka sama-

sama sepakat bahwa mahar merupakan kewajiban yang 

dibebankan kepada kaum laki-laki, dan menjadi hak kaum 

perempuan. Artinya, mahar bukan hak bersama apalagi hak 

walinya. Adapun Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), 

mahar adalah: “Pemberian calon mempelai pria kepada calon 

mempelai wanita baik berbentuk barang, uang atau jasa yang 

tidak bertentangan dengan dengan hukum Islam”.
24

  

     Mahar menurut Dr. Hammudah Abd Al-Ati mahar merupakan 

simbol rasa cinta yang mendalam dan serius. Pihak perempuan 

dengan menerima mahar itu berarti menyatakan dirinya menyatu 

dengan calon suaminya. Sedangkan bagi pihak keluarga si 

wanita, mahar merupakan simbol dari persaudaraan dan 
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 Khoirul Abror, Hukum Perkawinan dan Perceraian, (Yogyakarta: 
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 Abd ar-Rahman al-Jaziri, Kitabu al-Fiqhi ala al-Mazahibi al 
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solidaritas serta perasaan aman dan bahagia karena putrinya 

berada ditangan laki-laki yang baik dan bertanggung jawab.
25

 

     Menurut Prof. Dr. Amir Syarifuddin mahar merupakan 

pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang 

dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan pemberian pertama 

karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materiil yang 

harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan itu. 

Dengan mahar itu suami disiapkan dan dibiasakan untuk 

menghadapi kewajiban materiil berikutnya.
26

 Dalam Al-Qur‟an 

sendiri terdapat beberapa istilah yang menunjukkan kata mahar, 

yaitu: 

1. Faridah  

     Dalam Al-Qur‟an surat Al-Baqarah [2]:236 Allah swt 

berfirman: 

ُُ إٌسَِّاۤءَ   ْْ طٍََّمْرُ ُْ اِ َّٓ فَش٠ِْضَحً ۖ  لََ جَُٕاحَ ع١ٍََْىُ ُٙ ا ٌَ ْٛ ْٚ ذفَْشِضُ َّٓ اَ ُ٘ ْٛ سُّ َّ ُْ ذَ ا ٌَ َِ

فِۚ دَمًّا عٍََٝ  ْٚ عْشُ َّ ٌْ راَعًا تِۢا َِ  ۚ ٖٗ مْرِشِ لَذسَُ ُّ ٌْ عٍََٝ ا َٚ  ٖٗ سِعِ لَذسَُ ْٛ ُّ ٌْ َّٓ عٍََٝ ا ُ٘ ْٛ رِّعُ َِ َّٚ

 َٓ ذْس١ِِْٕ ُّ ٌْ  ا

          “Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri 

kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu 

tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut„ah, 

bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang 

tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian 

dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi 

orang-orang yang berbuat kebaikan.” (QS. Al-Baqarah 

[2]:236) 

       Dalam ayat ini, kata faridah memiliki arti kewajiban atau 

sesuatu yang diwajibkan. Mahar disebut dengan istilah ini 

karena ia merupakan sesuatu yang diwajibkan bagi suami atau 

kewajiban yang harus diberikan suami kepada istri dan ia 
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menjadi hak istri.
27

 Khoiruddin menyebut bahwa apabila 

melihat ayat ini secara utuh, maka penggunaan istilah faridah 

ini ditujukan dalam konteks talak atau perceraian. Ayat ini 

menjelaskan bahwa jika seorang suami menceraikan istrinya 

disaat ia belum melakukan hubungan badan dengan istrinya 

dan tidak menetapkan jumlah maharnya maka ia tidak ada 

kewajiban untuk membayar mahar faridah tersebut, namun ia 

harus membayar uang/harta tersebut sesuai dengan 

kemampuannya.
28

 

2. Ujur  

     Ujur dalam merupakan bentuk jamak dari kata ajrun yang 

berarti upah, dalam Al-Qur‟an surat Ani-Nisa ayat 24 dan 25: 

 ًَّ ادُِ َٚ  ۚ ُْ ِ ع١ٍََْىُ ُْ ۚ وِرٰةَ اللّٰه أىُُ َّ ٍَىَدْ ا٠َْ َِ ا  َِ َٓ إٌسَِّاۤءِ الََِّ  ِِ دُ  ٰٕ ذْصَ ُّ ٌْ ا ا َٚ َِّ  ُْ ٌىَُ

 ٖٗ ُْ تِ رعَْرُ ّْ ا اسْرَ َّ َٓ ۗ فَ سٰفِذ١ِْ ُِ َٓ غ١َْشَ  ذْص١ِِْٕ ُِّ  ُْ ىُ ٌِ ا َٛ ِْ َ ا تِا ْٛ ْْ ذثَْرغَُ َ ُْ ا ىُ ٌِ سَاۤءَ رٰ َٚ
ْٓۢ تعَْذِ  ِِ ُْ تِٗ  ا ذشََاض١َْرُ َّ ُْ ف١ِْ لََ جَُٕاحَ ع١ٍََْىُ َٚ َّٓ فَش٠ِْضَحً ۗ ُ٘ سَ ْٛ َّٓ اجُُ ُ٘ ْٛ ُ َّٓ فَاٰذ ُٙ ْٕ ِِ

ٌْفَش٠ِْضَحِۗ اِ  اا ًّ ا دَى١ِْ ًّ ١ْ ٍِ َْ عَ َ وَا  َّْ اللّٰه

      “(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-

perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan 

(tawanan perang) yang kamu miliki) sebagai ketetapan Allah 

atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-

perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) 

dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk 

berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari 

mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya 

(maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi 

kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah 

menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa [4] : 

24)  

                                                           
 27
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      Ayat ini secara umum menyatakan bahwa jika seorang 

suami telah  bersenang-senang dengan istrinya maka Allah swt 

perintahkan suami  untuk  membayar upah (maskawin) kepada 

istrinya. Dapat dipahami  bahwa ayat ini juga bercerita tentang 

kewajiban membayar mahar dan  waktu yang diwajibkan untuk 

membayarnya yaitu ketika telah  berhubungan suami istri.  

      Pada ayat 25:  

ٍىََدْ  َِ ا  َِّ  ْٓ ِّ دِ فَ ٰٕ ِِ ؤْ ُّ ٌْ دِ ا ٰٕ ذْصَ ُّ ٌْ ْٕىِخَ ا َّ٠ ْْ لًَ اَ ْٛ ُْ طَ ىُ ْٕ ِِ ُْ ٠سَْرطَِعْ  ٌَّ ْٓ َِ َٚ

 َّٓ ُ٘ ْٛ ْٔىِذُ ْٓۢ تعَْضٍۚ فَا ّ ِِ  ُْ ُْ ۗ تعَْضُىُ أىُِ َّ ُُ تِا٠ِْ ُ اعٍََْ اللّٰه َٚ دِۗ  ٰٕ ِِ ؤْ ُّ ٌْ ُُ ا ْٓ فر١ََٰرىُِ ّ ِِ  ُْ أىُُ َّ  ا٠َْ

 َٚ  َّٓ ِٙ ٍِ ْ٘ ِْ اَ لََ تِاِرْ َّٚ سٰفِذٰدٍ  ُِ دٍ غ١َْشَ  ٰٕ ذْصَ ُِ فِ  ْٚ عْشُ َّ ٌْ َّٓ تِا ُ٘ سَ ْٛ َّٓ اجُُ ُ٘ ْٛ ُ اٰذ

ا عٍََٝ  َِ َّٓ ِٔصْفُ  ِٙ َٓ تفَِادِشَحٍ فع١ٍَََْ ْْ اذ١ََْ َّٓ فاَِ ٍْ ۚ فَاِرآَ ادُْصِ رَّخِزٰخِ اخَْذاَ ُِ

اَ  َٚ  ۗ ُْ ْٕىُ ِِ ٌْعَٕدََ  َٟ ا ْٓ خَشِ َّ ٌِ ٌِهَ  ٌْعَزاَبِۗ رٰ َٓ ا ِِ دِ  ٰٕ ذْصَ ُّ ٌْ ُْ ۗ ا ا خ١َْشٌ ٌَّىُ ْٚ ْْ ذصَْثِشُ

 ٌُ د١ِْ سٌ سَّ ْٛ ُ غَفُ اللّٰه َٚ ࣖ 

      “Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya 

untuk  menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka 

(dihalalkan menikahi  perempuan) yang beriman dari hamba 

sahaya yang kamu miliki. Allah  mengetahui keimananmu. Sebagian 

dari kamu adalah dari sebagian yang  lain (sama-sama keturunan 

Adam-Hawa), karena itu nikahilah mereka  dengan izin tuannya 

dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena  mereka 

adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan 

 pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki 

lain  sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga 

(bersuami),  tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka 

(hukuman) bagi mereka  setengah dari apa (hukuman) perempuan-

perempuan merdeka (yang tidak  bersuami). (Kebolehan 

menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang- orang yang 

takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan 

 zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik  bagimu. 

Allah Maha  Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. An-Nisa [4] : 

25) 

 

      Ayat ini menyebut bahwa jika seseorang menikah 

hendaklah meminta izin kepada keluarganya dan memberi 

upah (mahar) sesuai dengan kepantasan. Dibandingkan 
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dengan ayat-ayat sebelumnya, ayat ini menambahkan 

ketentuan bahwa mahar yang diberikan itu haruslah dalam 

bentuk atau dalam koridor kepantasan yang baik.
29

  

3. Thaul 

     Pada arti surat An-Nisa ayat 25 yaitu, dan barangsiapa 

diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup 

perbelanjaannya untuk menikahi wanita merdeka lagi 

beriman, ia boleh menikahi wanita yang beriman, dari budak-

budak yang kamu miliki. Ahli tafsir memaknai thaul dengan 

fadhl atau anugerah. Karena thaul berangkat dari kata thaul 

yang berarti panjang, maksudnya panjang rezekinya.
30

 

4. Saduqat  

          Dalam ayat Al-Qur‟an surat An-Nisa ayat 4 kata mahar 

ditunjukkan  dengan kata saduqat, 

ش٠ِْۤ  َِّ ـًٔا 
ۤ١َِْٕ٘  ُٖ ْٛ ُْٕٗ ٔفَْسًا فىٍَُُ ِِّ ءٍ  ْٟ ْٓ شَ ُْ عَ َٓ ٌىَُ ْْ طِثْ َّٓ ِٔذٍَْحً ۗ فَاِ ِٙ اٰذُٛا إٌسَِّاۤءَ صَذلُٰرِ  ـًٔاَٚ

          “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) 

sebagai pembelianyang penuh kerelaan. Kemudian, jika 

mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu 

dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pembelianitu 

dengan senang hati.” (QS. An-Nisa [4]:4) 

      Ayat ini memerintahkan kepada suami untuk memberi 

mahar kepada istri. Selain itu, ayat ini juga menyebut kata 

nihlah (suka rela) yang disebut sebagai sebuah istilah yang 

menunjukkan status dari mahar.
31

 Saduqat juga dapat 

diartikan sebagai penghormatan kepada istri dan ini yang 

menjadi inti dalam kewajiban dari mahar.
32
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5. Qinthar  

      Qinthar bermakna segudang  emas. Makna segudang emas 

dari  qinthar  menunjuk jumlah besaran yang  tidak terukur. 

Sifat tidak terukurnya dipantau lewat keadaan hani‟an 

mari‟an (lega dan memuaskan) saat dinikmati baik oleh yang 

bersangkutan maupun oleh orang lain.
33

 Hal ini dapat dilihat 

pada An-Nisa ayat 20: 

 ُْٕٗ ِِ ا  ْٚ ْٕطَاسًا فلَََ ذأَخُْزُ َّٓ لِ ُٙ ُْ اِدْذٰى اٰذ١َْرُ َّٚ جٍٍۙ  ْٚ َْ صَ ىَا َِّ جٍ  ْٚ ُُ اسْرثِْذاَيَ صَ ُّ ْْ اسََدذْ اِ َٚ
ث١ًِْٕا ُِّ ا  ًّ اثِْ َّٚ رأًَا  ْٙ ٗٗ تُ َٔ ْٚ  ش١َْـًٔا ۗ اذَأَخُْزُ

     “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang 

lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di 

antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu 

mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan 

mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan 

dengan (menanggung) dosa yang nyata?”. (QS. An-Nisa 

[4]:20) 

       

      Mahar pernikahan adalah salah satu syarat sahnya pernikahan. 

Hal ini disepakati oleh mayoritas fukaha berbagai mazhab fikih. 

Oleh karena itu, dilarang mengadakan kesepakatan antara calon 

suami istri ataupun yang terlibat dalam penyelenggaraan 

pernikahan untuk meniadakan mahar pernikahan.
34

 Berbeda 

dengan mahar dalam pembaruan pernikahan sebagaimana 

pendapat ulama yang menyatakan bahwa tidak perlu memberikan 

mahar pada pembaruan pernikahan yaitu pendapat Imam Ibnu 

Hajar Al-Haitami. Pendapat ini didasarkan pada argumentasi 

bahwa sesungguhnya ketika akad ada yang diulang-ulang maka 
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yang dianggap sah adalah akad yang pertama. Pembaruan 

pernikahan yang kedua adalah upaya memperindah.
35

  

     Mahar pernikahan sejatinya adalah berupa harta benda. Ali al-

Hasyimi menyebutkan definisi mahar pernikahan dengan istilah 

harta yang ditunaikan, maka apabila tidak tunai maka beralih 

kepada status hutang suami atas istri berupa mahar.
36

 Suami 

berkewajiban memberikan mahar kepada calon istrinya. Mahar 

adalah lambang kesiapan dan kesediaan suami untuk 

memberikan nafkah lahir kepada istri dan anak-anaknya. Selama 

mahar itu bersifat simbolis atau sekedar formalitas, maka 

jumlahnya sedikit pun tidak ada masalah. Hal ini sejalan dengan 

penjelasan Rasulullah, “sebaik-baik maskawin adalah seringan-

ringannya.” Maksud dari hadis tersebut adalah, jangan sampai 

karena masalah mahar menjadi faktor yang memberatkan bagi 

laki-laki, maka tidak ada larangan bagi laki-laki yang mampu 

untuk memberikan sebanyak mungkin mahar kepada calon 

istrinya. 

 Pemberian mahar ini merupakan bukti agama Islam 

meninggikan harkat kaum perempuan.  Sehingga dengan adanya 

mahar kaum perempuan tidak bisa dengan mudah saja dinikahi 

oleh orang lain. Setiap laki-laki yang berniat menjadikan seorang 

perempuan sebagai istrinya, maka ia harus mempersiapkan 

sesuatu yang bernilai guna diberikan kepada istrinya saat akad 

nikah.
37

 

     Secara teori mahar hendaknya menjadi nilai manfaat dan 

maslahah bagi mempelai wanita. Oleh karena itu, anjuran 

pemberian mahar atau mas kawin berupa materi, agar kelak di 
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kemudian hari dapat dirasakan manfaatnya, atau berupa jasa yang 

akan dipetik manfaat jasanya di waktu yang akan datang.
38

 

Namun, pernikahan pada dasarnya bukanlah akad jual beli, dan 

mahar bukanlah menjadi harga seorang wanita.
39

 

ش٠ِْۤ  َِّ ـًٔا 
ۤ١َِْٕ٘  ُٖ ْٛ ُْٕٗ ٔفَْسًا فىٍَُُ ِِّ ءٍ  ْٟ ْٓ شَ ُْ عَ َٓ ٌىَُ ْْ طِثْ َّٓ ِٔذٍَْحً ۗ فاَِ ِٙ اٰذُٛا إٌِّسَاۤءَ صَذلُٰرِ ا ـ َٚ ًً  

          “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) 

sebagai pembelianyang penuh kerelaan. Kemudian, jika 

mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu 

dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pembelianitu 

dengan senang hati.” (QS. An-Nisa [4]:4) 

       Ayat Al-Qur‟an yang telah dikemukakan di atas merupakan 

dalil sebagai dasar hukum yang kuat bahwa laki-laki wajib 

membayar mahar kepada perempuan yang hendak dinikahinya 

dengan ikhlas agar hak perempuan sejak awal telah ditegakkan. 

Ayat-ayat diatas menunjukan bahwa mahar itu tidak ditetapkan 

jumlah minimalnya. Segram tepung, cicin besi dan dua pasang 

sandal itu sudah cukup untuk disebut sebagai mahar. Berlebih-

lebihan dalam mahar dimakruhkan karena yang demikian tidak 

banyak memberikan berkah, bahkan seringkali menyulitkan. Jika 

seorang wanita telah menyetujui ilmu seorang laki-laki dan 

hapalan seluruh atau sebagian Al-Qur‟an sebagai mahar maka 

yang demikian itu diperbolehkan.
40

  

       Agama Islam mencintai manusia yang tidak melampaui batas 

dalam memberikan mahar dan tidak berlebihan. Karena Islam 

tidak menganjurkan mahar yang berlebihan, mahar mubah 

(boleh) apabila kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan 

hal tersebut tidak menjadi masalah akan tetapi apabila salah satu 
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diantara keduanya keberatan bahkan menggagalkan pernikahan 

maka makruh hukumnya. Seperti yang terjadi di Pakistan 

terdapat tradisi di mana para orang tua calon mempelai 

perempuan berlomba-lomba menetapkan jumlah mahar dan 

pemberian-pemberian lainnya di seputar perkawinan yang amat 

tinggi nilainya sehingga dapat memberatkan pihak keluarga laki-

laki.
41

 

      Dari berbagai pengertian mahar, yang berasal dari lintas 

pemahaman baik lampau dan modern, setidaknya dapat 

diintisarikan kepada beberapa poin penting, bahwa mahar 

diberikan oleh pria, mahar diberikan kepada wanita,  mahar 

berupa harta benda, mahar adalah hak wanita, mahar diberikan 

dengan tujuan pernikahan, mahar diberikan dengan penuh 

sukarela, mahar diberikan sebagai imbalan dari percampuran 

suami istri, dan mahar ditentukan atas dasar kesepakatan.
42

 

      Selain itu berbagai definisi mahar pernikahan secara umum 

yang telah disebutkan sebelumnya, yang bersumber dari lintas 

pemahaman baik klasik mapun kontemporer, setidaknya dapat 

diintisarikan kepada beberapa poin penting: Pertama, Mahar 

pernikahan diberikan oleh mempelai pria. Kedua, mahar bersifat 

wajib sehingga tidak boleh tidak untuk ditinggalkan ataupun ada 

kesepakatan untuk meninggalkannya atau meniadakannya. 

Ketiga, mahar pernikahan diberikan kepada mempelai wanita. 

Keempat, mahar pernikahan hendaknya berupa harta benda. 

Kelima, mahar penikahan adalah hak bagi wanita yang hendak 

dinikahi dan yang diberikan tersebut kelak dikuasai haknya oleh 

wanita tersebut, Mahar diberikan dengan tujuan pernikahan. 

Keenam, mahar diberikan dengan penuh sukarela, atau 

diperbolehkan di dalam penentuannya saling bermufakat atau 

bermusyawarah atasnya. Ketujuh, mahar diberikan sebagai 

imbalan dari percampuran suami istri di dalam pernikahan atau di 
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dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan setelah akad nikah 

berlangsung.
43

 

B. Dasar Hukum Mahar 

     Dasar hukum dari mahar adalah wajib bagi seorang laki-laki 

untuk memberikannya kepada perempuan karena mahar adalah 

syarat dalam suatu perkawinan meskipun ada pula yang 

menyatakan bahwa bahwa mahar adalah rukun nikah,
44

 adapun 

dalil yang melandasi bahwa mahar wajib dibayarkan oleh seorang 

laki-laki dalam surat An-Nisa (4) ayat 4: 

ش٠ِْۤ  َِّ ـًٔا 
ۤ١َِْٕ٘  ُٖ ْٛ ُْٕٗ ٔفَْسًا فىٍَُُ ِِّ ءٍ  ْٟ ْٓ شَ ُْ عَ َٓ ٌىَُ ْْ طِثْ َّٓ ِٔذٍَْحً ۗ فَاِ ِٙ اٰذُٛا إٌسَِّاۤءَ صَذلُٰرِ ـًٔاَٚ  

 “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) 

sebagai pembelianyang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka 

menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan 

senang hati, terimalah dan nikmatilah pembelianitu dengan 

senang hati.” (QS. An-Nisa‟ [4]:4) 

     Ayat di atas menegaskan bahwa wajib untuk seorang muslim 

agar memberi mahar kepada perempuan yang nantinya akan 

dinikahinya untuk menjadi istrinya. Apabila dilihat dari asbabun 

nuzul surat An-Nisa ayat 4 tersebut bahwasanya terdapat 

penjelasan dalam Tafsir Jalalain, yaitu: 

     Oleh Ibnu Hatim dari Abu Salih: “Pada zaman dahulu apabila 

laki-laki menikahi putrinya, maka diambil maskawinnya tanpa 

memberikan kepadanya”. Oleh karena itu, Allah swt melarang 

mereka berlaku demikian, Maka Allah swt menurunkan surat An-

Nisa ayat 4.
45
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     Adapun penafsiran terhadap surat An-Nisa ayat 4 ini bahwa 

menurut Al-Qurtubi “Ayat ini menunjukkan bahwa 

pembelianmahar kepada calon mempelai perempuan hukumnya 

adalah wajib. Pernyataan tersebut merupakan ijma‟ ulama dan 

tidak ada yang menentang terkait dengan pendapat tersebut.
46

  

     Penegasan pada  ayat 4 surat An-Nisa mengarahkan kepada 

seorang laki-laki: “dan berikanlah kepada wanita-wanita yang 

telah kalian ikat dengan mahar suatu pemberian, sebagai bentuk 

kasih sayang yang akan mendasari hubungan keduanya. 

Pemberian tersebut yang merupakan tanda cinta dan terikatnya 

hubungan, di sisi lain dari sebuah hubungan yang mengiringi 

rumah tangga.
47

 

     Surat An-nisa ayat 4 dipertegas kembali dengan surat An-Nisa 

(4) ayat 24, yaitu: 

 

سَاۤ  َٚ ا  َِّ  ُْ ًَّ ٌىَُ ادُِ َٚ  ۚ ُْ ِ ع١ٍََْىُ ُْ ۚ وِرٰةَ اللّٰه أىُُ َّ ٍَىَدْ ا٠َْ َِ ا  َِ َٓ إٌسَِّاۤءِ الََِّ  ِِ دُ  ٰٕ ذْصَ ُّ ٌْ ا ءَ َٚ

 ُ٘ ْٛ َّٓ فَاٰذُ ُٙ ْٕ ِِ  ٖٗ ُْ تِ رعَْرُ ّْ ا اسْرَ َّ َٓ ۗ فَ سٰفِذ١ِْ ُِ َٓ غ١َْشَ  ١ِْٕ ذْصِ ُِّ  ُْ ىُ ٌِ ا َٛ ِْ َ ا تِا ْٛ ْْ ذثَْرغَُ ُْ اَ ىُ ٌِ  َّٓ رٰ

ُْ تِٗ ا ذشََاض١َْرُ َّ ُْ ف١ِْ لََ جَُٕاحَ ع١ٍََْىُ َٚ َّٓ فَش٠ِْضَحً ۗ ُ٘ سَ ْٛ َْ  اجُُ َ وَا َّْ اللّٰه ٌْفَش٠ِْضَحِۗ اِ ْٓۢ تعَْذِ ا ِِ

ا ًّ ا دَى١ِْ ًّ ١ْ ٍِ  عَ

  “(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-

perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan 

(tawanan perang) yang kamu miliki) sebagai ketetapan Allah atas 

kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang 

demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) 

untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan 

yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada 

mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. 

Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu 

relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah 
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adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa 

[4] : 24) 

      Surat An-Nisa ayat 24 di atas dapat dimengerti bahwasanya 

suami istri yang telah bercampur, berikanlah istri tersebut mahar 

yang sempurna sebagai suatu hal yang wajib diberikan oleh 

seorang suami. Selanjutnya Allah swt juga berfirman pada surat 

An-Nisa (4) ayat 25, 

....... فِ   ْٚ عْشُ َّ ٌْ َّٓ تاِ ُ٘ سَ ْٛ َّٓ اجُُ ُ٘ ْٛ ُ اٰذ َٚ  َّٓ ِٙ ٍِ ْ٘ َ ِْ ا َّٓ تاِِرْ ُ٘ ْٛ ْٔىِذُ فاَ  

  “Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga 

(tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang 

pantas….”(QS. An-Nisa [4]: 25) 

 Surat An-Nisa pada ayat 25 di atas memberi penjelasan 

bahwasanya apabila melangsungkan perkawinan dengan seorang 

perempuan harus dengan izin walinya dan wajib pula kepada laki-

laki untuk memberikan mahar kepada wanita yang akan dinikahi 

dengan mahar atau maskawin yang pantas.  

  Selain ayat-ayat Al-Qur‟an adapula dalil-dalil yang berasal 

dari sunah sebagai landasan atau dasar hukum mahar, yaitu pada 

sebuah hadis Rasulullah saw menjelaskan mengenai mahar 

sebagai berikut: 

 َّٟ ِٓ سَعْذٍ لَايَ أذَدَْ إٌَّثِ ًِ تْ ْٙ ْٓ سَ ٍَ عَ ْٓ أتَِٟ دَاصِ ادٌ عَ َّّ ٍْ دَذَّثََٕا دَ ْٛ ُٓ عَ شُٚ تْ ّْ دَذَّثََٕا عَ

ُ عَ  ِٗ صٍََّٝ اللَّّٰ ٌِ ٌِشَسُٛ َٚ  ِ ا لِِلَّّ َٙ َ٘ثَدْ ٔفَْسَ َٚ ا لَذْ  َٙ شَأجٌَ فمََاٌدَْ إَِّٔ ِْ َُ ا سٍََّ َٚ  ِٗ ُ ع١ٍََْ ِٗ صٍََّٝ اللَّّٰ ١ٍَْ

سٍََّ  تًا لَايَ لََ َٚ ْٛ ا ثَ َٙ ا لَايَ أعَْطِ َٙ ج١ِْٕ ِ ّٚ ًٌ صَ ْٓ دَاجَحٍ فمََايَ سَجُ ِِ ٌِٟ فِٟ إٌسَِّاءِ  ا  َِ َُ فمََايَ 
ِْ لَايَ وَزاَ  ٌْمشُْآ ْٓ ا ِِ عَهَ  َِ ا  َِ ًَّ ٌَُٗ فمََايَ  ْٓ دَذ٠ِذٍ فَاعْرَ ِِ ا  ًّ ْٛ خَاذَ ٌَ َٚ ا  َٙ أجَِذُ لَايَ أعَْطِ

جْرُ  َّٚ وَزاَ لَايَ فمََذْ صَ َٚ ِْ ٌْمشُْآ ْٓ ا ِِ عهََ  َِ ا  َّ ا تِ َٙ  ىَ

  

 “Telah menceritakan kepada kami [Amru bin 'Aun] Telah 

menceritakan kepada kami [Hammad] dari [Abu Hazim] dari 

[Sahl bin Sa'd] ia berkata; Seorang wanita mendatangi Nabi 

shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata bahwasanya, ia telah 

menyerahkan dirinya untuk Allah dan Rasul-Nya shallallahu 

'alaihi wasallam. Maka beliau bersabda: "Aku tidak berhasrat 
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terhadap wanita itu." Tiba-tiba seorang laki-laki berkata, 

"Nikahkanlah aku dengannya." Beliau bersabda: "Berikanlah 

mahar (berupa) pakaian padanya." Laki-laki itu berkata, "Aku 

tidak punya." Beliau pun bersabda kembali, "Berikanlah 

meskipun hanya berupa cincin besi." Ternyata ia pun tak punya. 

Kemudian beliau bertanya, "Apakah kamu memiliki hafalan Al 

Qur`an?" laki-laki itu menjawab, "Ya, surat ini dan ini." Maka 

beliau bersabda: "Aku telah menikahkanmu dengan wanita itu, 

dengan mahar hafalan Al Qur`anmu." ((HR. Bukhari)
48

 

 

 Hadis di atas menjelaskan bahwasanya seorang laki-laki wajib 

untuk memberi mahar kepada seorang perempuan yang akan 

dinikahinya walaupun tidak bentuk mahar tersebut bukanlah 

sebuah barang yang bernilai mewah atau berbentuk materi bahkan 

berupa cincin dari besi diperbolehkan menjadi mahar perkawinan 

dan sudah terpenuhi syarat sah perkawinannya.  

 Adapun dasar hukum diwajibkannya memberikan mahar bagi 

laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya yaitu berasal 

dari Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 30 Bab V tentang mahar 

yang menyatakan: “Calon memperlai pria wajib membayar mahar 

kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya 

disepakati oleh kedua belah pihak”. Pada pasal 30 ini dijelaskan 

bahwasanya calon mempelai laki-laki diwajibkan untuk 

membayarkan mahar kepada calon mempelai perempuan dimana 

jumlah, bentuk dan jenisnya diambil dari hasil kesepakatan dari 

kedua belah pihak. 

C. Syarat-Syarat Mahar 

      Pemberian mahar tidak lepas dari syarat-syarat yang harus 

diperhatikan oleh pihak laki-laki, mengingat mahar yang akan 

diberikan dalam pernikahan akan menjadi pengantar pasangan 

suami istri kepada sakinah, mawaddah, dan rahmah di dalam 
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menjalani kehidupan rumah tangga
49

, syarat-syarat mahar tersebut 

sebagai berikut: 

a. Harta atau bendanya berharga, tidak sah mahar dengan yang 

tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau 

sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi 

bernilai maka tetap sah.  

b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah 

mahar dengan khamer, babi, atau darah, karena semua itu 

haram dan tidak berharga.  

c. Barangnya bukan barang ghasab artinya mengambil barang 

milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud 

untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikanya 

kelak.memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak 

sah, tetapi akadnya tetap sah.  

d. Bukan barang yang tidak jelas keadaanya. Tidak sah mahar 

dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaanya atau 

tidak disebutkan jenisnya, oleh karna itu, mahar yang 

diberikan harus benda yang berharga, suci, bukan barang 

rampasan serta dan barang yang tidak jelas keadaannya. 

Karena mahar adalah salah satu tolak ukur keseriusan dari 

laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahi tersebut.
50

  

D. Kadar Jumlah Mahar 

     Agama Islam tidak menetapkan besar kecilnya nilai mahar 

yang harus diberikan kepada calon istri, hal ini disebabkan 

adanya perbedaan antara sesama manusia. Dalam memberikan 

mahar pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai 

perempuan yang berupa harta atau manfaat karena adanya ikatan 

perkawinan baik jumlah bentuk dan jenisnya mahar tidak 

ditetapkan tetap dalam hukum perkawianan Islam hanya saja 
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kedua mempelai diajurkan melakukan musyawarah untuk 

menyepakati mahar yang akan diberikan.
51

  

      Mengenai batas minimal mahar, terdapat dua pendapat yang 

berbeda,  yaitu: 

1. Ulama Hanafiyah menetapkan batas minimal mahar 

sebanyak 10 (sepuluh) dirham perak dan bila kurang dari itu 

tidak memadai dan wajib digenapkan hingga bernilai 10 

dirham, dengan pertimbangan bahwa itu adalah batas 

minimal barang curian yang mewajibkan hadd terhadap 

pencurinya. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa 

batas minimal mahar adalah 3 dirham perak. Dalil bagi 

mereka juga adalah bandingan dari batas minimal harta yang 

dicuri yang mewajibkan hadd. 

2. Ulama Syafi‟iyah dan Hanabilah tidak memberi batas 

minimal mahar dengan arti apa pun yang bernilai dapat 

dijadikan mahar.
52

 

   Fauqah sepakat bahawa mahar tidak memiliki ukuran batas 

yang harus dilakukan dan tidak boleh berlebihan. Ukuran mahar 

diserahkan kepada kemampuan suami sesuai dengan kesepakatan 

bersama. Tidak ada dalam syara‟ suatu dalil yang membatasi 

mahar sampai tinggi dan tidak boleh melebihinya.
53

 Ini berarti 

bahwa batas ukuran mahar disesuaikan dengan kesepakatan 

bersama antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin 

perempuan. Mahar tidak dianjurkan terlalu tinggi ataupun terlalu 

sedikit namun mampu dan kesepakatan bersama. Muhammad 

Syahrur juga menyebutkan bahwa Pemberian mahar adalah 

termasuk bagian dari batas-batas hukum Allah swt sedangkan 
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nilainya sesuai dengan kesepakatan bersama dan tergantung oleh 

kemampuan manusia dalam suatu masa.
54

 

      Bagi pihak yang mampu memberikan cincin berlian atau emas, 

maka ia berhak memberikannya. Tetapi bagi pihak yang 

kekurangan, tetap wajib baginya memberikan mahar meskipun 

berupa cincin dari besi.
55

 Hal yang terpenting adalah bahwa mahar 

tersebut haruslah sesuatu yang bisa diambil dan memiliki 

manfaat,
56

 baik berupa uang atau sebentuk cincin yang sangat 

sederhana sekalipun, seperangkat alat salat, atau bahkan 

pengajaran tentang Al-Qur‟an dan lainnya, sepanjang telah 

disepakati bersama antara kedua belah pihak.
57

 Meskipun 

pengajaran tentang Al-Qur‟an merupakan pilihan kedua (second 

object) dalam proses pemilihan atau kesepakatan menentukan 

mahar suatu pernikahan. Artinya, bukanlah mahar utama dalam 

sebuah mahar pernikahan, namun menjadi mahar pendamping 

atau mahar yang melengkapi mahar yang utama.
58

 Begitu pula 

dengan mahar berupa hafalan Al-Qur‟an, hafalan Al-Qur‟an 

memang baik, akan tetapi perlu ditinjau terlebih dahulu dengan 

prosedur hukum yang benar dan tepat, agar dikemudian hari tidak 

ada unsur kesalahan dan penyesalan dengan hilangnya hak-hak 

salah satu dari padangan suami istri.
59

 Ini menunjukkan bahwa, 
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nilai suatu mahar bukanlah terletak pada nominal atau harga 

barang tersebut, tetapi bermanfaat atau tidaknya bagi kita dalam 

kehidupan sehari-hari. 

       Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan begitu pula 

jumlah maksimum dari mahar, hal ini disebabkan oleh perbedaan 

tingkatan kemampuan manusia dalam memberikanya.orang yang 

kaya mempunyai kemampuan untuk memberikan maskawin yang 

lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya sebaliknya, orang 

yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya, oleh 

karena itu, pembelian mahar diberikan menurut kemampuan yang 

bersangkutan disertai kerelaan dan persetujuan masing-masing 

pihak yang akan menikahi untuk menetapkan jumlahnya. Mukhtar 

kamal menyebutkan janganlah hendaknya ketidaksanggupan 

membayar mahar karena besar jumlahnya menjadi penghalang 

bagi berlangsungnya suatu perkawinan.
60

 Pernyataan di atas dapat 

disimpulkan bahwa jumlah mahar bergantung pada kebiasaan 

masyarakat setempat. Adapun apabila calon mempelai laki-laki 

tidak sanggup memenuhi permintaan mahar dari pihak perempuan 

maka mahar bisa di tentukan seusai dengan kesepakatan bersama. 

Para fuqoha ada yang berpendapat bahwa mahar merupakan rukun 

dalam akad nikah namun ada juga yang berpendapat bahwa mahar 

hanya merupakan syarat sah nikah dan bukan rukun antara lain 

yaitu:  

a. Menurut Imam Syafi‟iyah mahar merupakan sesuatu yang 

merupakan harta benda yang bersifat wajib untuk diberikan 

pada saat akad nikah atau bercampurnya suami istri di dalam 

urusan pernikahan.
61

  

b. Menurut Imam Malikiyah yang berpendapat bahwa mahar 

adalah rukun dari akad nikah yang tidak adanya 

mengekibatkan pernikahan tidak sah, akan tetapi sah 
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pernikahanya walupun tidak disebutkan mahar dalam akad 

nikah. 

c. Menurut Imam Hanafiyah memaknai mahar sebagai suatu 

yang tidak   harus disebutkan pada akad nikah.  

d. Menurut Asy-Syaukani mahar hanya kebiasaan lazim bukan 

syarat ataupun rukun dari nikah, sedangkan hal yang bisa 

dijadikan mahar   adalah harta atau sesuatu yang secara 

hukum dapat diambil manfaatnya.
62

 

E. Macam-Macam Mahar 

     Mahar adalah suatu yang wajib diberikan meskipun tidak 

dijelaskan bentuk dan nilainya pada waktu akad. Dari segi 

dijelaskan atau tidaknya mahar pada waktu akad, mahar terbagi 

menjadi dua macam. 

1. Mahar Musamma  

      Mahar musamma adalah mahar yang disepakati oleh 

pengantin laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam 

redaksi akad. para ulama sepakat bahwa tidak ada jumlah 

maksimal dalam mahar tersebut maksudnya ialah: 

menceraikan istri yang tidak disenangi dan kawin dengan istri 

yang baru. Sekalipun ia menceraikan istri yang lama itu bukan 

tujuan untuk kawin, Namun meminta kembali pemberian-

pembelianitu tidak dibolehkan. Bagi suami yang menalak 

istrinya sebelum dukhul, ia wajib membayar setengah dari 

mahar yang telah diakadkan, sebagaimana disebutkan dalam 

Al- Qur‟an QS. Al-Baqarah Ayat: 237  

ا  َِ َّٓ فَش٠ِْضَحً فَِٕصْفُ  ُٙ ٌَ ُْ لَذْ فشََضْرُ َٚ  َّٓ ُ٘ ْٛ سُّ َّ ْْ ذَ ًِ اَ ْٓ لثَْ ِِ  َّٓ ُ٘ ْٛ ُّ ُ ْْ طٍََّمْر اِ َٚ
ْٞ تِ  ا اٌَّزِ َٛ ْٚ ٠عَْفُ َْ اَ ْٛ ْْ ٠َّعْفُ ٓ اَ ُْ الََِّ ا الَْشَبُ فَشَضْرُ ْٓٛ ْْ ذعَْفُ اَ َٚ ُ إٌىَِّاحِ ۗ  ٖٖ عُمْذجَ ١َذِ

َْ تَص١ِْشٌ  ْٛ ٍُ َّ ا ذعَْ َّ َ تِ َّْ اللّٰه ُْ ۗ اِ ًَ ت١َْٕىَُ ٌْفَضْ ا ا ُٛ ْٕسَ لََ ذَ َٚ  ٜۗ ٰٛ ٍرَّمْ ٌِ 

           “Dan Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu 

bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu 

sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari 

mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istrimu 
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itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang 

ikatan nikahdan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada 

takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara 

kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang 

kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah [2]:237) 

 

      Pernyataan diatas menjelaskan tentang sebagai berikut :  

a. Mahar menurut Syafi‟i, Hambali, Imamiyah ialah bahwa 

segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli 

boleh dijadikan mahar, dan tidak ada batasan minimal 

dalam mahar.  

b. Hanafi jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. 

Kalau suatu akad dilakukan dengar mahar kurang dari itu, 

maka akad tetap sah, dan wajib membayar mahar sepuluh 

dirham.  

c. Menurut Maliki jumlah minimal mahar adalah tiga 

dirham, kalau akad dilakukan kurang dari jumlah mahar 

tersebut, kemudian terjadi percampuran maka suami harus 

membayar tiga dirham.
63

   

2. Mahar Mitsli 

     Mahar mitsli ialah mahar yang jumlahnya ditetapkan 

menurut jumlah  yang biasa diterima oleh keluarga pihak istri 

karena pada waktu akad nikah jumlah mahar belum ditetapkan 

bentuknya.
64

 Terkait dengan posisi mahar dalam akad nikah 

meskipun menurut para ulama pemberian mahar merupakan 

kewajiban bagi suami, namun dalam akad nikah itu sendiri 

mahar tidak termasuk ke dalam salah satu rukun nikah 

ataupun syarat nikah. Status mahar hanya merupakan 

pemberian wajib atau akibat dari adanya suatu akad nikah. 

Oleh karena itu akad nikah yang dilakukan tetap sah meski 

tidak ada mahar ataupun maharnya belum ditetapkan oleh 

                                                           
 

63
 Muhammad Jawad Mughniyah,  Fiqih Lima Mazhab, Cetakan Ke-

22  (Jakarta: Penerbit Lintera, 2008), 364. 

 64
 Muh. Baqir Al-Habsyi, Fiqih Praktis Menurut Al-Quran, As-

Sunnah, dan Pendapat Para Ulama, (Bandung: Mizan, 2002), 134. 



36 
 

 
 

kedua belah pihak. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-

Baqarah ayat 236: 

َّٓ فَ  ُٙ ا ٌَ ْٛ ْٚ ذفَْشِضُ َّٓ اَ ُ٘ ْٛ سُّ َّ ُْ ذَ ا ٌَ َِ ُُ إٌسَِّاۤءَ  ْْ طٍََّمْرُ ُْ اِ ش٠ِْضَحً ۖ لََ جَُٕاحَ ع١ٍََْىُ

فِۚ دَمًّا عٍََٝ  ْٚ عْشُ َّ ٌْ راَعًا تِۢا َِ  ۚ ٖٗ مْرِشِ لَذسَُ ُّ ٌْ عٍََٝ ا َٚ  ٖٗ سِعِ لَذسَُ ْٛ ُّ ٌْ َّٓ عٍََٝ ا ُ٘ ْٛ رِّعُ َِ َّٚ

 َٓ ذْس١ِِْٕ ُّ ٌْ  ا

     “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika 

kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur 

dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. 

dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) 

kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya 

dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu 

pembelianmenurut yang patut. yang demikian itu merupakan 

ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS. 

Al-Baqarah [2]:236)  

 

     Suami dibolehkan menceraikan istri yang telah dinikahinya 

meskipun mereka belum melakukan jima‟ atau bahkan 

maharnya belum ditentukan. Hal ini mengindikasikan bahwa 

pernikahan yang terjadi sebelumnya adalah sah meskipun 

dilakukan tanpa mahar. Jadi dengan adanya kebolehan talak 

oleh suami pada kasus seperti ini dijadikan oleh para ulama 

sebagai alasan bahwa mahar tidak termasuk ke dalam rukun 

dan tidak juga sebagai salah satu syarat sahnya nikah. 

Berdasarkan Al-Qur‟an surat Al-Baqarah ayat 236 di atas 

maka para ulama menyatakan bahwa jika antara suami istri 

setuju dan sepakat untuk melangsungkan akad nikah tanpa 

adanya mahar, maka akad nikah tersebut hukumnya sah. Akan 

tetapi meski demikian para ulama tersebut juga tetap 

mewajibkan adanya mahar mitsil dalam kondisi pernikahan 

seperti ini.
65

 

a.  Menurut Hanafi dan Hambali manakala salah satu diantara 

mereka   meninggal dunia sebelum terjadi percampuran 
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maka ditetapkan bahwa istri berhak atas mahar secara 

penuh.  

b. Sementara menurut Maliki dan Imamiyah tidak ada 

keharusan membayar mahar manakala salah satu seorang 

di antara keduanya meninggal dunia.   

     Menurut Sayyid Sabiq mahar mitsli diukur berdasarkan 

mahar perempuan lain yang sama dengannya dari segi 

umurnya, kecantikannya, hartanya, akalnya, agamanya, 

kegadisannya, kejandaanya dan negrinya sama ketika akad 

nikah dilangsungkan serta sumua yang menjadi perbedaan 

mengenai hak atas mahar. Apabila terdapat perbedaan maka 

berbeda pula maharnya seperti janda yang mempunyai anak, 

janda tanpa anak dan gadis, maka berbeda pula maharnya. 

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa terdapat perbedaan 

mahar dalam setiap perkawinan berdasarkan umur, 

kecantikan, harta, akal, kegadisan, janda dan semua yang 

menjadi perbedaan mengenai hak mahar. Mahar mitsli 

diwajibkan dalam tiga kemungkinan.
66

  

a. Dalam keadaan suami tidak menyebutkan sama sekali 

mahar atau jumlahnya ketika berlangsungnya akad nikah.  

b. Suami menyebutkan mahar musamma namun mahar 

tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau 

mahar tersebut cacat seperti mahar dengan minuman 

keras.  

c. Suami menyebutkan mahar musamma namun kemudian 

suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar 

tersebut dan tidak dapat terselesaikan.  

Untuk menemukan jumlah dan bentuk mahar mitsli tidak 

ada ukuran yang pasti biasanya disesuaikan dengan 

kedudukan istri ditengah tengah masyarakat atau dapat pula 

disesuaikan dengan perempua yang sederajat atau dengan 

saudaranya sendiri. 
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F. Bentuk Mahar  

             Pada pinsipnya mahar harus bermanfaat dan bukanlah sesuatu 

yang haram dipakai, dimiliki, atau dimakan. Ibnu Rusyd 

mengatakan bahwa mahar harus berupa sesuatu yang dapat ditukar 

dan ini terkesan harus berbentuk benda tidak dapat ditukar 

tampaknya tidak dibolehkan. Namun, menurut Rahmat Hakim, 

sesuatu yang bermanfaat tidak dinilai dengen ukuran umum, tetapi 

bersifat subjektif sehingga tidak selalu dikaitkan dengan benda. 

Dalam hal ini, calon istri mempunyai hak untuk menilai dengan 

memilihnya ini sangat kondisional. Artinya, dia mengetahui siapa 

dia dan siapa calon suami.
67

 Selain dengan harta (materi), mahar 

juga boleh dengan selain harta misalnya seperti pembacaan Al-

Qur‟an dan ke Islaman bentuk mahar seperti ini dibolehkan dalam 

agama. Dasarnya adalah perbuatan Nabi saw yang membolehkan 

seorang laki-laki mengawini seorang wanita dengan mahar 

mengajarkan ayat-ayat Al-Qur‟an kepada calon istrinya. Firman 

Allah dalam QS. Al-Qashas Ayat 27: 

 َّٟ َ ْٔىِذَهَ اِدْذَٜ اتْٕرَ ُ ْْ ا ْٟٓ اس٠ُِْذُ اَ ْْ لَايَ أِِّ َٟ دِجَجٍۚ فاَِ ِٕ ّٰ ْٟ ثَ ْْ ذأَجُْشَِٔ ٓٝ اَ ٍٰ ِٓ عَ ر١َْ ٰ٘

 َٓ ِِ  ُ ْْ شَاۤءَ اللّٰه ْٟٓ اِ ْْ اشَُكَّ ع١ٍََْهَۗ سَرجَِذُِٔ آ اس٠ُِْذُ اَ َِ َٚ ْٕذِنَۚ  ْٓ عِ ِّ دَ عَشْشًا فَ ّْ َّ اذَْ

 َٓ ذ١ِْ ٍِ  اٌصه

 “Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud 

menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, 

atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan 

jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu 

kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. 

dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- 

orang yang baik”. (QS. Al-Qashas [28]:27) 

  

      Golongan Syafi‟i berpendapat bahwa tidak ada beda antara 

bolehnya khulu‟ dengan mengembalikan semua maharnya kepada 

suami atau sebagiannya, atau dengan kata lainnya. Tidak ada beda 

antara pengembalian tunai hutang dan mafaat jasa tegasnya, 

segala yang boleh dijadikan mahar boleh pula dijadikan ganti rugi 
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dalam khulu‟ berdasarkan keumuman firman Allah swt QS. Al-

Baqarah ayat 229: 

ْٚ ذسَْش٠ِْ  فٍ اَ ْٚ عْشُ َّ  تِ
سَانٌۢ ِْ ِٓ ۖ فَاِ ذٰ شَّ َِ آ اٌَطَّلََقُ  َّّ ِِ ا  ْٚ ْْ ذأَخُْزُ ُْ اَ ًُّ ٌىَُ لََ ٠َذِ َٚ  ۗ ٍْ خٌۢ تِاِدْسَا

 ْٚ ا دُذُ َّ ُْ الَََّ ٠م١ُِْ ْْ خِفْرُ ِ ۗ فَاِ دَ اللّٰه ْٚ ا دُذُ َّ ْْ ٠َّخَافَآ الَََّ ٠م١ُِْ ٓ اَ َّٓ ش١َْـًٔا الََِّ ُ٘ ْٛ ُّ ُ ِ ٍۙ فلَََ اٰذ١َْر دَ اللّٰه

ٖٗ ۗ ذِ  ا افْرذَخَْ تِ َّ ا ف١ِْ َّ ِٙ ِ جَُٕاحَ ع١ٍََْ دَ اللّٰه ْٚ ْٓ ٠َّرعََذَّ دُذُ َِ َٚ َ٘ا ۚ ْٚ ُ ِ فلَََ ذعَْرذَ دُ اللّٰه ْٚ ٍْهَ دُذُ

 َْ ْٛ ُّ ٍِ ُُ اٌظه ُ٘ ىِٕهَ 
ٌٰۤ  فَاُٚ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami 

dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. 

Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah 

kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) 

khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika 

kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan 

hukum-hukum Allahmaka tidaklah salah bagi mereka berdua 

(suami istri) tentang apa yang dijadikan tebusan. Itulah hukum-

hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa 

melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang 

zalim.” (QS. Al-Baqarah [2]:229) 

   

     Mahar yang disebut harta dan bernilai bagi orang adalah sah 

untuk dijadikan mahar dengan demikian mahar bisa berupa emas, 

perak, barang tetap seperti tanah yang diatasnya bisa dibangun 

rumah, semua itu sah untuk dijadikan mahar biasanya disesuaikan 

dengan tradisi yang sudah berlaku. Namun perlu diingat, jangan 

sampai ketentuan mahar dalam tradisi membebankan pihak laki-

laki, sehingga ia tidak bisa melakukan perkawinan disebabkan 

pihak laki-laki, sehingga ia tidak bisa melakukan perkawinan 

disebabkan ketidak mampuan membayar mahar karena terlalu 

mahal. Dampak negatif dari mahar yang berlebihan bisa 

menimbulkan dampak sosial yang berbahaya, sebab kebutuhan 

biologis antara perempuan dan laki-laki tidak dapat terpenuhi. 

Padahal mereka sudah merasa siap secara moril untuk melakukan 

pernikahan tersebut. 

G. Tradisi Mahar di Perkawinan Masyarakat Indonesia 

     Sebagai negara yang kaya akan budaya Indonesia tidak lepas 

dari beragam adat dan tradisi yang ada dalam kehidupan termasuk 
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adat dan tradisi mahar dalam perkawinan di berbagai wilayah 

Indonesia. Seperti tradisi mahar di perkawinan masyarakat 

Indonesia sebagai berikut: 

1. Jujuran dalam Perkawinan Adat Banjar 

     Jujuran merupakan sebuah pembelianberupa uang dalam 

perkawinan adat suku Banjar guna keperluan dan untuk 

kelancaran dari sebuah perkawinan. Pembelianjujuran 

dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk 

menunjukkan keseriusan akan menikahkan perempuan 

tersebut. Masyarakat Banjar mengataan bahwa mahar dan 

jujuran berbeda, dimana jujuran tidak disebutkan dan 

diberikan ketika akad, sedangkan mahar disebutkan dan 

diberikan ketika akad sebagai salah satu syarat sah 

perkawinan, selain itu mahar juga merupakan pemberian 

wajib suami kepada istri, sehingga merupakan hak bagi 

seorang perempuan sedangkan uang jujuran dipergunakan 

untuk kepentingan suani istri dan bukan hak mutlak milik 

istri.  

     Antara jujuran dan mahar memiliki perbedaan namun, 

masyarakat Banjar menganggap bahwa antara  jujuran dan 

mahar merupakan suatu hal yang sama, sehingga bagi mereka 

yang menganggap bahwa jujuran dan mahar sama membuat 

hukum sosial dimana dalam apabila tidak ada jujuran maka 

tidak ada perkawinan.  

     Jujuran jika dilihat dari sudut pandang hukum islam maka 

tradisi ini dikategorikan sebagai Al-„urf al-khas atau urf yang 

khusus, kebiasaan ini hanya berlaku pada masyarakat tertentu 

dan di daerah tertentu atau di kalangan tertentu dan 

dikategorikan juga sebagai „urf sahih, tradisi jujuran ini 

merupakan hal yang umum dilakukan masyarakat suku Banjar 

dalam sebuah perkawinan.
68
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2. Belis dalam Perkawinan Adat Nusa Tenggara Timur 

     Belis merupakan suatu pembelianmahar yang dilakukan 

oleh keluarga pihak laki-laki kepada keluarga pihak 

perempuan sebagai sebuah tanda ikatan dan kewajiban laki-

laki kepada calon istrinya. selain itu belis adalah bagian dari 

syarat sah perkawinan dan syarat utama bahwa marga atau 

suku istri sudah pindah menjadi suku suaminya, belis juga 

diartikan sebagai tanda bahwasanya seorang laki-laki dan 

perempuan telah menyatu menjadi pasangan suami istri.  

     Belis dalam masyarakat Manggarai Nusa Tenggara Timur 

menjadi salah satu tradisi yang memiliki unsur penting 

dikarenakan memiliki nilai-nilai yang baik juga sebagai 

penghargaan dan pengakuan terkait dengan harkat dan 

martabat seorang perempuan yang menjadi pusat kehiduoan 

masyarakat yang memiliki nilai dan derajat yang tinggi.  

     Pada dasarnya belis tidak terdapat dalil yang mengaturnya, 

tetapi dalam praktiknya, tradisi belis terdapat hal yang 

bertentangan dengan syara‟ dimana proses pemberian 

maharnya cenderung memberatkan pihak laki-laki, maka 

hukum dari hal tersebut adalah haram. Berdasarkan analisis 

hukum Islam, yang dilihat dari al-„urf, maka tradisi ini 

termasuk dalam al-„urf al-amali, yang merupakan kebiasaan 

masyarakat yang berkenaan dengan perbuatan dan termasuk 

dalam „urf fasid karena di dalamnya terdapat hal yang tidak 

sejalan dengan syara‟ yang dapat memberikan 

kemudharatan.
69

 

3. Tradisi Pisuke dan Gantiren di Lombok 

     Dikalangan masyarakat Lombok salah satu hal yang telah 

mentradisi dan dilakukan secara turun-temurun adalah tradisi 

pisuke dan gentiren dimana pisuke merupakan sebuah 

hantaran atau hadiah dari pihak laki-laki yang menunjukan 

menghargai pihak prempuan, sedangkan gantiren merupakan 

hantaran, hadiah atau seserahan khusus yang diminta oleh 
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pihak perempuan khususnya bagi keluarga bangsawan. Bagi 

masyarakat Lombok pemberian mahar tidak cukup, pemberian 

mahar bagi mereka harus dibarengi dengan beragam hantaran 

atau hadiah yag disebut pisuke dan gentiren.  

     Dikalangan bangsawan Lombok penting sekali adanya 

pisuke dan gentiren karena hal tersebut dimaksudkan untuk 

mempertahankan harga diri dan kehormatan keluarga juga 

keperntingan mempelai perempuan, dimana jumlahnya 

bergantung pada tingkat status sosial perempuan tersebut. 

Sebagaimana pisuke dan gentiren di Lombok yang besarannya 

sesuai dengan tingkat status sosial calon mempelai 

perempuan, seringkali pisuke dan gentiren memberatkan 

pihak laki-laki, meskipun pisuke dan gentiren berbeda dengan 

mahar namun dianggap suatu hal yang berkaitan sehingga 

sulit apabila pisuke atau gentiren ditiadakan namun akan 

keberatan pula apabila diadakan. Pada adat pemberian mahar, 

pisuke, dan gantiren di Lombok, bila mempelai laki-laki 

memiliki kemampuan dan tidak ada rasa terbebani maka sah 

untuk memberikan mahar dengan jumlah yang banyak dan 

besar, karena dalam adatnya pun dibolehkan pembelianmahar 

disesuaikan dengan tingkat kemampuan pihak laki-laki. 

Memang diharuskan memberikan pisuke dan gantiren, tetapi 

jumlahnya tidaklah harus besar. 

     Jika dilihat dari perspektif hukum Islam maka tradisi 

pisuke dan gantiren di Lombok termasuk dalam urf shahih, 

selain itu apabila ditinjau dari kaidah fikih Al-„adah 

Muhakkamah dibolehkan mengingat tidak bertentangan 

dengan nash syar‟i dalam Al-Qur‟an dan telah dilakukan oleh 

banyak orang dalam waktu yang telah lama.
 70

 

4. Tradisi Uang Bajapuik pada Masyarakat Pariaman 

     Bajapuik merupakan sebuah tradisi yang menjadi ciri khas 

dari daerah pariaman. Bajapuik dianggap sebagai suatu 

kewajiban untuk memberikan sejumlah uang atau benda dari 
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pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Uang atau benda 

japuik yang merupakan pemberian pihak perempuan saat 

acara manjapuik yaitu ketika menjemput pihak perempuan 

dan nantinya akan dikembalikan ketika mengunjungi mertua 

untuk pertama kalinya yaitu pada saat acara manjalang.  

     Tujuan dari uang japuik ini adalah sebagai bentuk 

penghargaan kepada kedua pihak, baik pihak perempuan 

maupun pihak laki-laki. Jumlah dari uang japuik terbilang 

ekonomis, penetapannya uang japuik pada umumnya 

ditetapkan pada saat acara perkawinan belum dilangsungkan. 

Uang japuik akan ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua 

belah pihak dan akan diberikan saat acara manjapuik lalu 

ketika acara manjalang. Pihak laki-laki akan mengembalikan 

uang japuik dalam bentuk emas atau barang yang nilainya 

lebih dari uang japuik yang diberikan oleh pihak perempuan. 

     Tradisi uang japuik apabila dianalisis dari hukum Islam 

maka tidak bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga 

hukumnya boleh, karena uang japuik tidak sama dengan 

mahar, yang, mengharuskan perempuan membayar mahar 

kepada laki-laki. Selain itu uang japuik dinilai sekedar sebagai 

hadiah pernikahan dari pihak perempuan yang terlahir dari 

kesepakatan antara kedua belah pihak, dimana laki-laki tetap 

melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan mahar kepada 

perempuan sesuai dengan ketentuan syara‟.
71

 

5. Mahar dalam Perkawinan Suku Bugis 

     Adat istiadat pada suku Bugis dalam perkawinannya 

terdapat beberapa persyaratan yang harus dilengkapi oleh 

pihak laki-laki, salah satunya yaitu paenre, dui‟ menre‟ atau 

uang panai. Uang panai merupakan sejumlah uang antaran 

yang penetapannya dilakukan oleh pihak perempuan kepada 

pihak laki-laki tentunya ditetapkan berdasarkan kelaziman 

atau kesepakatan yang telah didiskusikan oleh kedua belah 
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pihak, biasanya pihak keluarga berpengaruh besar dan sangat 

penting dalam mengambil kesepakatan besarnya paenre, dui‟ 

menre‟ atau uang panai bahkan ibu-ibu yang berada di 

lingkungan akan mengambil andil dalam penentuan dan 

mengambil kesepakatan terkait dengan besaran paenre, dui‟ 

menre‟ atau uang panai karena mereka banyak mengetahui 

tentang harga bahan di pasaran.  

     Tujuan dari uang panai itu sendiri adalah untuk mengetahui 

keikhlasan dan kemampuan laki-laki. Nantinya uang panai 

akan digunakan sebagai biaya pesta perkawinan yang akan 

dilangsungkan pihak perempuan sehingga nantinya uang 

panai akan dipegang oleh orang tua pihak perempuan. Selain 

uang panai dalam perkawinan adat bugis dikenal juga istilah 

lainnya, yaitu sompa atau sunreng. Sompa atau sunreng 

merupakan sebuah persembahan yang bentuknya berupa 

simbol nilai tukar tertentu yang tidak berlaku lagi secara 

nominal yang nilainya tidak dapat dibandingkan dengan nilai 

uang saat ini. Besaran jumlahnya ditentukan melalui acara 

adat dihitung dengan sangat detail yang didasari derajat dan 

keturunan calon mempelai perempuan biasanya mahar yang 

diterima perempuan tidak akan lebih rendah dari yang 

diterima oleh ibunya dahulu, bagi golongan bangsawan 

besaran uang seserahan merupakan simbol perpanjangan 

status sosial bagi mereka, sehingga harus diumumkan dan 

dibayar lunas dalam acara akad nikah.  

     Sompa atau sunreng akan dipegang menjadi hak milik istri 

untuk dirinya sendiri. Seluruh bentuk adat yang ada dalam 

perkawinan suku Bugis baik berupa paenre, dui‟ menre‟ atau 

uang panai dan sompa atau sunreng semuanya merupakan 

suatu bentuk kewajiban yang harus ada dalam perkawinan 

adat bugis, dimana paenre, dui‟ menre‟ atau uang panai dan 

Sompa atau sunreng menjadi suatu syarat terlaksanya 

perkawinan. 

     Apabila ditinjau dari hukum Islam uang panai tidak 

bertentangan dengan syara‟, dimana walaupun tidak ada dalil 

atau ijma‟ ulama yang membahas tentang mempelai laki-laki 
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memberikan uang belanja atau uang panai, sebagaimana 

bahwasanya pada ajaran islam dalam konsep muamalah dan 

adat segalanya bergantung pada manusia untuk mengatur 

seperti apa sebaiknya dengan syarat tidak bertentangan 

dengan akidah dan ketentuan syara‟. Uang panai juga apabila 

dilihat dari „urf maka termasuk kedalam al-„urf al-shahih, 

yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah- tengah masyarakat 

yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadis), uang 

panai tidak menghalangkan kemaslahatan mereka, dan tidak 

pula membawa mudharat bagi mereka. Beberapa masyarakat 

Bugis menilai bahwa kewajiban dalam adat lebih tinggi 

dibandingkan dengan kewajiban dalam Islam, walaupun 

semestinya masyarakat Bugis lebih mengedepankan 

kewajiban dari hukum Islam daripada kewajiban dari hukum 

adat.
 72

  

6. Tuor pada Suku Mandailing 

     Tradisi pernikahan dengan mahar secara adat yang dikenal 

dengan istilah tuor. Tuor merupakan mahar yang diberikan 

oleh calon suami kepada calon istri yang ditetapkan dengan 

perjanjian adat. Sehingga menjadi marwah bagi seseorang 

apabila ia mampu memberikan mahar (tuor) dengan jumlah 

yang besar bagi calon suami, begitu juga dengan sebaliknya 

seorang istri akan merasa amat berharga jika dibayar dengan 

mahar (tuor) yang tinggi. Namun Mahar (tuor) ini seringkali 

menjadi kendala bagi setiap laki-laki maupun remaja yang 

akan melangsungkan pernikahan, tuor pada awalnya adalah 

satu keputusan yang bijaksana dalam pandangan hidup leluhur 

yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan calon 

mempelai wanita dan laki-laki. Besarnya nilai tuor bagi 

segelintir orang menjadi seolah-olah hal ini menjadi 

penghambat atau bahkan menjadi kegagalan meminang calon 

istri.  
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     Tuor merupakan sejenis mahar yang menjadi tradisi turun 

temurun dalam kehidupan kultur suku Mandailing. Mahar 

(tuor) disamping menjadi hukum yang tidak tertulis namun 

mempunyai nilai historis dan sosiologis yang subtantif. Tuor 

sendiri sebenarnya merupakan persetujuan dan juga rasa 

keiklasan anatara kedua belah pihak keluarga. Jadi tidak ada 

masalah akan besaran tuor tersebut apakah besar atau kecil, 

karena kedua pihak telah sama-sama ikhlas dan setuju dengan 

tuor yang telah ditentukan oleh keluarga pihak perempuan 

agar timbulnya rasa saling menghargai. 

     Apabila ditinjau dari hukum Islam yaitu dalil tentang 

mahar dalam surat An-Nisa ayat 4, tuor diperbolehkan karena 

atas dasar keikhlasan dan kerelaan, jika dilihat dari „urf maka 

termasuk kedalam al-„urf al-shahih, yaitu kebiasaan yang 

berlaku di tengah- tengah masyarakat yang tidak bertentangan 

dengan nash (ayat atau hadis). Apabila dilihat dari kaidah 

fikih al-„Adah Muhakkamah, tuor diperbolehkan karena 

merupakan sebuah adat yang tidak bertentangan dengan nash 

syar‟i dalam Al-Qur‟an atau hadis, sesuai dengan prinsip 

legislasi yang telah pasti dengan pertentangan yang 

mengakibatkan pemberlakuan semua aspek hukum secara 

keseluruhan (bukan Al-„Urf al-Fasid), tuor juga tidak terdapat 

perkataan atau perbuatan yang berlawanan dengan substansi 

atau yang memalingkan dari Al-„Adah.
73

 

7. Tradisi Mayam di Aceh  

     Pemberian mayam di sini ialah mempelai laki-laki 

menyerahkan sejumlah mahar kepada mempelai wanita. 

Pemberian mahar ini dalam tradisi Aceh disebut dengan 

mayam. Biasanya pemberian mayam tersebut dalam bentuk 

emas. Bisa berupa cincin emas, gelang emas, anting emas, dan 

sejenisnya. Tradisi pemberian mayam ini sudah ada sejak 

dahulu dan ini merupakan bentuk dari kearifan lokal 

masyarakat Aceh.  
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     Konsep mayam yang mengharuskan setiap pernikahan 

harus menggunakan emas murni sebagai maharnya dalam 

pernikahan, telah lama diserap dan dan diyakini oleh 

masyarakat Aceh. Tidak hanya karena tujuannya yang 

dianggap baik, akan tetapi juga karena tidak bertentangan 

dengan hukum Islam, mengingat sebagian besar masyarakat 

Aceh beragama Islam, aturan-aturan yang telah terikat baik 

tingkah laku, kehidupan bermasyarakat bersandarkan pada 

hukum Islam. Maka dari itu masyarakat Aceh terus 

mengimplementasikan dan melestarikannya, dan terbentuklah 

konstruksi sosial yang paten pada kultur-sosial masyarakat 

Aceh dari dulu hingga sekarang. Sudah jelas apabila dianalisis 

dari perspektif hukum Islam maka tradisi mayam di Aceh 

termasuk dalam „urf shahih, selain itu apabila ditinjau dari 

kaidah fikih, 

حٌ  َّ ذَىَّ ُِ ٌْعاَدجَُ     اَ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan landasan hukum”  

 Dibolehkan, mengingat mayam tidak bertentangan dengan 

nash syar‟i dalam Al-Qur‟an dan telah dilakukan oleh banyak 

orang dalam waktu yang telah lama.
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tempat yang jauh, namun untuk pembelianmahar khususnya 

terkait dengan pengadaan mahar tetap dibelikan oleh laki-

laki meskipun maksud dari pengadaan mahar oleh 

perempuan dikarenakan akan ngakuk ragah atau 

mengangkat anak. 

2. Masyarakat diharapkan menerapkan pembelian mahar 

dilakukan oleh pihak laki-laki sebagaimana hukum Islam 

mengatur tentang mahar meskipun perkawinan yang akan 

dilakukan menggunakan adat Semanda.  

3. Berdasarkan hasil penelitian tradisi perkawinan adat 

Semanda yang bertujuan untuk meneruskan garis keturunan 

bapak bagi keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki atau 

anak laki-laki berada pada tempat yang jauh. Tradisi 

perkawinan adat Semanda ini terkait dengan mahar tidak 

bertentangan dengan dalil syara‟ tentang mahar.  
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A. Wawancara dengan Pelaku Perkawinan Adat Semanda 

 

1. Bagaimana cara pelaksanaan perkawinan adat semanda? 

 

2. Bagaimana praktik pembelian mahar dalam perkawinan adat 

semanda? 

 

3. Biasanya mahar yang diberikan berupa apa dalam 

perkawinan adat semanda? 

4. Apa alasan melaksanakan perkawinan adat semanda? 

5. Apakah pihak perempuan merasa keberatan atau tidak 

dengan pembelian mahar dalam perkawinan adat semanda? 

B. Wawancara dengan tokoh adat 

 

1. Sejak kapan perkawinan adat semanda? 

2. Apa yang melatarbelakangi adanya perkawinan adat semanda? 

3. Bagaimana tanggapan mengenai mahar dalam perkawinan 

adat  semanda? 

4. Bagaimana prosesi pembelian mahar dalam perkawinan adat 

semanda? 

5. Apa saja tujuan dan manfaat dari perkawinan adat semanda? 

6. Apa dampak yang ditimbulkan apabila melaksanakan 

perkawinan adat  semanda? 
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Gambar 1: Wawancara kepada Bapak Umardani (Raja Semilau 

Dalom) selaku Tokoh Adat 
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Gambar 2: Wawancara kepada Amiruddin dan Absoh selaku pelaku 

perawinan adat Semanda 

 

Gambar 3: Wawancara kepada Joni Hendra dan Mas Nuri selaku 

pelaku perawinan adat Semanda 
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